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BAB 1 
SEJARAH PANCASILA 

 
A. Sejarah Perumusan Pancasila 

 

Pancasila dalam arus Sejarah 

Indonesia mengalami dinamika yang 

kaya dan tantangan rumusan 

pancasila dimulai dari sidang 

BPUPKI sampai pengesahan. 

Pancasila sebagai dasar negara 

dalam sidang PPKI masih 

mengalami tantangan berupa 

“Amnesia Sejarah” (Habibi 2011).  

(Nurwardani, Paristiyanti; dkk, 2016) ². Pada awal reformasi pada 

tahun 1998, muncul anggapan bahwa pancasila sudah tidak berlaku 

lagi karena sebagai produk rezim orde baru. 

 

     Pada tanggal 22 juni 1945, diadakan rapat gabungan antara 

panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di 

Jakarta yang berhasil merumuskan calon Hukum Dasar yang 

kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta atau 

Djakarta Charter” Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal 

pernyataan kemerdekaan Indonesia.  

Alinea Keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila 

sebagai berikut: 

1) Ketuhan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi 

pemeluk – pemeluknya. 

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3) Persatuan Indonesia. 

4) Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat hadir dalam 

permusyawaratan perwakilan. 

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pada tanggal 6 Agustus 1945 Kota Hiroshima dibom sekutu. 

Tanggal 7 Agustus 

1945 Jepang mengeluarkan maklumat yang berisi: 
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1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk panitia persiapan 

kemerdekaan bagi 

Indonesia (PPKI). (Putra, Zulfikar; Farid Wajdi, 2021) 

2. Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai 

bersidang 19 

Agustus 1945. 

3. Direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia di merdekakan. Dan 

pada waktu itu 

BPUPKI dibubarkan kemudian dibentuk PPKI. Dilanjut pada 

tanggal 9 Agustus 

1945 Kota Nagasaki dibom sekutu. Sedangkan tanggal 14 

Agustus 1945 Jepang 

menyerah tanpa syarat kepada sekutu. 

Awal munculnya ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya 

rasa nasionalisme kemerdekaan indonsesia. Pancasila Dasar Negara 

dan Pembukaan UUD 1945 tidak dapat terpisahkan baik dalam 

proses perumusan dan pengesahan. Sejarah perumusan dan 

pengesahan Pancasila Dasar Negara dan Pembukaan UUD 1945 

secara kronologis:  

 

B. Pancasila Sebagai Landasan Ideologi, Landasan Hukum dan 

Sistem Filsafat  

1. Landasan Ideologi  

Pancasila sebagai landasan ideologi negara karena terdapat nilai 

nilai yang terkandung dalam cita-cita normatif sebagai dasar sistem 

penyelnggara negara. Secara luas pancasila ialah yang harus sevisi 

atau searah demi terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi 

ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, 

kerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan.  

Adapun beberapa pengertian ideologi menurut para ahli, yaitu:  

• Sastrapratedja: “Ideologi adalah seperangkat gagasan / 

pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir 

menjadi suatu sistem yang teratur.  

• Soerjanto: “Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat 

kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya.”  

• Mubyarto: “Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan 

simbol-simbol sekelompok masyarakat suatu bangsa yang 
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menjadi pegangan dan pedoman kerja (atau perjuangan) untuk 

mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu.  

• Martin Seliger: Ideologi sebagai sistem kepercayaan. 

• Alvin Gouldner: Ideologi sebagai proyek nasional.  

• Paul Hirst: Ideologi sebagai relasi sosial.  

 

Makna Ideologi Pancasila adalah 

sebagai keseluruhan pandangan, cita-

cita, keyakinan dan nilai bangsa 

Indonesia yang secara normatif perlu 

diwujudkan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Karena pada hakikatnya 

Pancasila merupakan Ideologi 

tersendiri yang merupakan bukti nyata pengaplikasian jati diri 

bangsa Indonesia.  

2. Landasan Hukum  

Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan 

UUD 1945. Sebagaimana ada beberapa dasarnya, yaitu: 

a. UUD 1945  

1) Pembukaan UUD 1945, khusus pada alinea kedua dan 

keempat, yang memuat cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa 

Indonesia tentang kemerdekaan.  

2) Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara 

bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 

serta wajib men- junjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya. 

3) Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara 

berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan 

keamanan negara.  

4) Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara 

berhak mendapat pendidikan.  

b. Ketetapan MPR No.II/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar 

Haluan. 

c. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara.  
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1) Pasal 9 ayat disebutkan bahwa setiap warga negara berhak 

dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang 

diwujudkan dalam penyelenggaraan negara.  

2) Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa keikutsertaan warga 

negara dalam bela negara sebagaimana dimaksud ayat (1) 

diselenggarakan melalui:  

a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;  

b. Pelatihan kemiliteran secara wajib; 

c. Pengabdian sebagai prajurit tentara nasional Indonesia 

secara suka-rela dan secara wajib;  

d. Pengabdian secara profesi.  

C. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan  

Pendidikan Kewarganegaraan (civic Education / citizenship 

education) mempunyai Peran strategis dalam mempersiapkan 

warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional telah mengatur 

Pendidikan Kewarganegaraan bagi 

pendidikan formal mulai dari 

pendidikan dasar, menengah, tinggi, 

dan juga untuk pendidikan non 

formal. Oleh karena itu pengasuhan 

Pendidikan Kewarganegaraan di 

lembaga pendidikan formal 

ditujukan kepada peserta didik, 

dirancang secara kurikulum dan 

diproses melalui kegiatan pembelajaran. 

Civic education diajarkan di Indonesia secara resmi tahun 1948 

setelah Indonesia merdeka. Tujuan Civics ialah untuk menyatukan 

bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis, 

agama, budaya dan Bahasa yang berbeda-beda. (Nurwardani, 

Paristiyanti; dkk, 2016)5 Adapun beberapa kali perubahaan nama 

pendidikan ini, yaitu:  

1. Tahun 1954, Civics diganti kewarganegaraan  

2. Tahun 1961, Kewarganegaraan di ganti Kewarganegaraan 

Negara (atas usul Prof.Dr. Suhardjo, SH, sesuai pasal 26 

Undang Undang Dasar 1945) 
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3. Berdasarkan Instruksi Mendikbud/Dirjendikdas Nomor 31 

Tanggal 28 Juni 1967, materi Civics menjadi materi antara 

lain: Pancasila, UUD 1945, TAP MPRS, PBB, Ordebaru, 

Sejarah Indonesia dan Ilmu Bumi  

4. Tahun 1975, Pkn diganti PMP (Pendidikan Moral Pancasila)  

5. Tahun1984, PMP tetap PMP  

6. Tahun 1994, PMP diganti PPKn (Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan) 

7. Tahun 2004 sampai sekarang, PPKn diganti PKn  

 

D. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan  

Hakikat Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk 

membekali mahasiswa 

dengan kemampuan dasar 

dan pengetahuan mengenai 

hubungan warga 

NegaraIndonesia. Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan 

bagian ilmu pegetahuan yang 

memiliki landasan filsafat 

baik ontologi, epistemology 

maupun aksiologi (, Lasiyo; Wikandaru, Reno; Hastangka;).  

Secara ontologis, Pendidikan Kewarganegaraan berobjek 

material, yaitu nilai, moral, dan budi pekerti. Dalam perspektif 

epistemologis, pendidikan Kewarganegaraan dikaji/dibahas melalui 

pendekatan akademik dan ilmiah dengan menekankan pada olah 

kalbu, olah karsa, dan olah rasa serta olah pikir yang bersifat 

komprehensif, integratif, dan holistik. Dalam perspektif aksiologis, 

eksistensi dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi 

wahana pendidikan nilai, moral, dan pendidikan budi pekerti 

sehingga dapat menjadi sarana transformasi pendidikan karakter 

untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran 

berbangsa dan bernegara. 

Menurut Sokrates, Aristoteles dan Plato, menjelaskan bahwa 

adanya Negara di mulai dari 400 tahun sebelum Buku Ajar 

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan masehi (SM). Menurut 
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Thomas Hobbes, menjelaskan bahwa keberadaan negara sangat 

diperlukan sebagai tempat berlindung bagi individu, kelompok, dan 

masyarakat yang lemah dari tindakan individu, kelompok dan 

masyarakat maupun penguasa yang kuat (otoriter), Karena menurut 

beliau, manusia dan manusia lainnya memiliki sifat seperti serigala 

(homo homini lupus). (kalalo, 2022)6 

 

E. Pengertian Kewarganegaraan  

Kewarganegaraan berasal dari kata "civis" (Bahasa 

Latin),"civic" (Bahasa Inggris), yang artinya mengenai Warga 

Negara atau Kewarganegaraan. Dari kata Civic, lahir kata Cinics 

dan Civics Education. Civics artinya Ilmu Kewarganegaraan, 

sedangkan Civics Education artinya Pendidikan Kewarganegaraan. 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan adalah hal 

yang berhubungan dengan warganegara, keanggotaan sebagai 

warga negara. Warganegara adalah anggota dari pada rakyat 

sesuatu negara, yaitu penduduk asli dari sesuatu negara, orang 

asing atau keturunan asing yang menurut undang-undang sudah 

masuk jadi rakyat suatu negara. 

 

Adapun pengertian Munurut para ahli:  

1. Samsuri (2011) Pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai 

penyiapan generasi muda untuk menjadi warga negara yang 

memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai- 

nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam 

masyarakat. 

2. Godfrey Thomson (1997) Pendidikan adalah pengaruh 

lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan yang 

tetap di dalam kebiasaan tingkah lakunya, pikirannya, dan 

perasaan nya. 

 

F. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan  

Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki batasan berupa 

subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Ruang lingkup 

Pendidikan Kewarganegaraan, meliputi:  
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1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, antara lain latar 

belakang, kompetensi ruang lingkup, hakikat, dan landasan 

Pendidikan Kewarganegaraan.  

2. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, antara lain 

pengertian hakikat unsur-unsur serta kedudukan dan fungsi 

Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Geostrategi 

Indonesia. 

3. Ketahanan Nasional dan Geostrategi Indonesia, antara lain 

pembahasan tentang landasan, pengertian, asas, dan ciri 

Ketahanan Nasional Indonesia, serta pendekatan Asta Gatra 

perwujudan Ketahanan Nasional.  

4. Integrasi Nasional, antara lain pembahasan tentang pengertian 

Integrasi Nasional, permasalahan globalisasi, 

multikulturalisme, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Identitas Nasional Indonesia, antara lain pembahasan tentang 

pengertian Identitas Nasional, karakter bangsa, dan wujud-

wujud Identitas Nasional, isi arti sila-sila Pancasila dan 

kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 

Indonesia. 

6. Hak dan kewajiban warga 

negara, antara lain 

pembahasan tentang 

pengertian hak dan kewajiban, 

landasan filosofis hak asasi, 

macam-macam hak warga 

negara, serta harmoni hak dan 

kewajiban warga negara. 

7. Demokrasi di Indonesia, antara lain pembahasan 

tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip umum  

demokrasi, prinsip dasar filsafat dan aspek  mekanisme 

demokrasi Pancasila, serta pokok-pokok  pelaksanaan 

demokrasi di Indonesia.  

8. Konsep negara dan konstitusi, antara lain pembahasan tentang 

perangkat hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia. 

9. Otonomi Daerah serta Good and Clean Governance, antara lain 

pembahasan tentang pengertian, implementasi dari prinsip-
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prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, hambatan 

pencegahan korupsi, dan pencapaian tujuan dan cita-cita 

nasional. 

Secara umum garis besar berikut ini juga termasuk ruang 

lingkup kewarganegaraan: 

1) Ruang lingkup persatuan dan kesatuan bangsa. 

2) Ruang lingkup norma, hukum, dan peraturan 

3) Ruang lingkup HAM (Hak Asasi Manusia). 

4) Ruang lingkup kebutuhan dan konstitusi negara. 

5) Ruang lingkup kekuasaan dan politik. 

6) Ruang lingkup Pancasila. 

 

G. Objek Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut Winataputra (2001), ontologi pendidikan 

kewarganegaraan ada dua objek, yaitu objek telaah dan objek 

pengembangan. Objek telaah adalah keseluruhan aspek idiil, 

instrumental, dan praksis pendidikan kewarganegaraan yang secara 

internal dan eksternal mendukung sistem kurikulum dan 

pembelajaran PKn di sekolah dan di luar sekolah, serta 

format gerakan sosial-kutural kewarganegaraan masyarakat. 

(rahayu, 2017)6  

 

Aspek idiil pendidikan kewarganegaraan adalah landasan dan 

kerangka filosofik yang menjadi titik tolak dan sekaligus sebagai 

muaranya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yakni 

landasan dan tujuan Pendidikan Nasional. Aspek instrumental 

pendidikan kewarganegaraan adalah sarana programatik 

kependidikan yang sengaja dibangun dan dikembangkan untuk 

menjabarkan substansi aspek- aspek idiil. Sedangkan Aspek praksis 

pendidikan kewarganegaraan adalah perwujudan nyata dari sarana 

programatik kependidikan yang kasat mata, pada hakikatnya 

merupakan penerapan konsep, prinsip, prosedur, nilai, dalam 

pendidikan kewarganegaraan.  

 

Objek pengembangan adalah keseluruhan ranah sosio-psikologis 

peserta didik, yakni ranah kognitif, afektif, konatif, dan 

psikomotorik yang menyangkut status, hak, dan kewajibannya 
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sebagai warga negara. Ranah sosial-psikologis, adalah keseluruhan 

potensi sosial-psikologis peserta didik yang oleh Bloom dkk. 

(1956) dan Kratzwohl (1962) dikategorikan ke dalam ranah 

kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik. Ranah dalam 

pendidikan kewarganegaraan disebutkan dengan bermacam istilah, 

antara lain: civic responsibility, active civic participation 

(NCSS:1989); civic competence (Allen: 1960); good character, 

personal ethics and virtues (Best:1960); participatory citizenship 

(Cogan: 1999); competent, confident, and committed (CCE:1999), 

civic virtue, civic knowledge, and civic participation (Quigley, 

Buchanan, and Bahmueller: 1991); civic intellegence, 

civic responsibility dan civic participation (Winataputra, 2001); dan 

civic knowledge, civic skills, and civic dispositions (Margaret 

Stimmann Branson, 1998).  

 

H. Konsep dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan 

Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan 

akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat 

sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

melalui penalaran ilmiah. 

Lulusan program sarjana 

diharapkan akan menjadi 

intelektual dan/atau ilmuwan 

yang berbudaya, mampu 

memasuki dan/atau 

menciptakan lapangan kerja, 

serta mampu 

mengembangkan diri 

menjadi profesional. 

Standar kompetensi yang 

wajib dikuasasi mahasiswa ialah mampu berpikir rasional, bersikap 

dewasa dan dinamis, berpandangan luas dan bersikap demokratis 

yang berkeadaban sebagai warga negara Indonesia.  

Dengan berbekal kemampuan intelektual ini diharapkan mahasiswa 

mampu melaksanakan proses belajar sepanjang hayat, menjadi 

ilmuwan dan profesional yang berkepribadian dan menjunjung 
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nilai-nilai falsafah bangsa dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara 

 

Kompetensi dasar yang diharapkan mahasiswa menjadi ilmuwan 

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis 

yang berkeadaban menjadi warga negara yang memiliki daya saing 

berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan 

yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Pendidikan 

kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental 

yang cerdas dan penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. 

Adapun juga dampak dari sikap tersebut antara lain: 

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

menghayati nilai-nilai falsafah bangsa 

b. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara; rasional, dinamis, dan sadar akan 

hak dan kewajiban sebagai WNI 

c. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara 

d. Aktif memanfaatkan iptek serta seni untuk kepentingan 

kemanusiaan, bangsa, dan negara.  

 

Warga negara Indonesia wajib menjadi warga negara yang baik 

dan terdidik (smart and good citizen) sehingga perlu memahami 

tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa 

kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air. Sebagai mahasiswa 

wajib memiliki kemampuan tentang kewarganegaraan dan mampu 

menerapkan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan tersebut 

dalam kehidupan sehari- hari, memiliki kepribadian yang mantap, 

berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis, 

berpandangan luas, dan bersikap demokrasi yang berkeadaban. Hal 

ini akan mendukung mahasiswa untuk memiliki kompetensi dasar, 

yaitu menjadi ilmuan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta 

tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara 

yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif 

dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai-nilai 

Pancasila (Sri Harini Driyatmi, 2012).  
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I. Asas Kewarganegaraan 

Asas kewarganegaraan (Tim Hukum Online, 2023)8 yaitu dalam 

berfikir untuk menentukan masuk dan tidaknya seseorang menjadi 

anggota/warga dari suatu negara. Adapun asas-asas yang dianut 

dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:  

1. Asas Ius Soli (Low of The Soli)  

Asas yang menentukan 

kewarganegaraan seseorang 

berdasarkan negara tempatnya 

dilahirkan, meski ayah ibunya 

bukan warga negara tersebut.  

2. Asas Ius Sanguinis ( Law of The 

Blood) 

Ius sanguinis berasal dari bahasa 

Latin, yakni ius berarti hukum atau pedoman, dan sanguinis 

berasal dari kata sanguis yang artinya darah. Demikian, asas 

kewarganegaraan ini ditentukan berdasarkan darah atau 

keturunan orang yang bersangkutan berdasarkan 

keturunan/pertalian darah. Artinya penentuan kewarganegaraan 

berdasarkan kewarganegaraan orang 

tuanya bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. 

3. Asas Kewarganegaraan Tunggal  

Buku Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (2015) 

karya Isharyanto, asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas 

yang menentukan bahwa hanya ada satu kewarganegaraan bagi 

tiap orang. 

 

4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas  

Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak, 

sesuai ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Asas 

ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang 

belum dewasa, yakni yang belum berusia 18 tahun atau belum 

pernah menikah. Hal tersebut sifatnya merupakan pengecualian 

dengan berbagai pertimbangan, bahwa anak-anak masih belum 

dewasa yang secara yuridis dianggap belum memiliki kecakapan 

dalam lalu lintas hukum. 
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J. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan  

Pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada mahasiswa 

sebagai generasi muda penerus bangsa untuk memberikan bekal 

nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman komprensif mengenai 

wawasan nusantara, ketahanan nasional, hak dan kewajiban sebagai 

warganegara, demokrasi, konstitusi serta HAM dalam menghadapi 

tantangan globalisasi demi eksistensi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Menciptakan warga negara yang memiliki wawasan 

kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan 

sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda 

penerus bangsa, Pendidikan ini menjadi patokan dalam 

menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga 

negara, demi kejayaan dan kemuliaan bangsa. Berdasarkan dengan 

Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000, tujuan Pendidikan 

Kewarganegaraan mencakup:  

a. Tujuan Umum untuk dapat memberikan pengetahuan serta 

kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan 

antara warga negara dengan negara serta PPBN agar menjadi 

warga negara yang diandalkan oleh bangsa serta negara. 

b. Tujuan Khusus untuk mahasiswa dapat memahami serta 

melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, serta 

demokratis serta ikhlas sebagawai Warga Negara Indonesia 

terdidik dan bertanggung jawab. Agar mahasiswa menguasai 

serta memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa serta bernegara, dam dapat 

mengatasinya dengan pemikiran kritis serta bertanggung jawab 

yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara, dan juga 

Ketahanan Nasional. Agar mahasiswa memiliki sikap serta 

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah 

air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.  

 

Maftuh dan Sapriya (2005:30) berpendapat bahwa, tujuan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah supaya setiap warga negara 

menjadi seorang warga negara yang baik (to be good citizens). 

Dapat diartikan sebagai seorang warga negara yang mempunyai 

civics inteliegence yakni kecerdasan dalam kewarganegaraan 

secara intelektual, sosial dan emosional serta kecerdasan 
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kewargaan secara spiritual. Tentunya mempunyai civics 

responsibility; yakni rasa bangga serta bertanggung jawab dalam 

bernegara serta mampu ikutserta di dalam kehidupan masyarakat. 
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BAB 2 
IDENTITAS NASIONAL 

 

A. Pengertian Identitas Nasional 

Identitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris identity yang 

memiliki pengertian ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang 

melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan 

sesuatu yang lain (Hadi, 1998). Identitas adalah suatu sifat khas 

yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri sendiri, 

golongan, kelompok, komunitas, atau negara sendiri. Identitas tidak 

terbatas pada individu tetapi berlaku pula pada suatu kelompok 

(Siswomiharjo, 1996).  

Sedangkan kata nasional 

(national) merupakan identitas 

yang melekat pada kelompok- 

kelompok yang lebih besar yang 

diikat oleh kesamaan-kesamaan, 

baik fisik seperti budaya, agama, 

bahasa maupun non fisik seperti 

keinginan, cita-cita dan tujuan.  

 

Menurut Kaelan (2007), identitas nasional pada hakikatnya 

adalah manisfestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan 

berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (nation) dengan 

ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa 

berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. 

 Implikasinya adalah bahwa identitas nasional merupakan 

sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan 

dan fungsional dalam kondisi actual yang berkembang dalam 

masyarakat. Artinya, bahwa identitas nasional merupakan konsep 

yang terus menerus direkonstruksi atau dekonstruksi tergantung 

1dari jalannya sejarah. Mengapa 2suatu bangsa harus memiliki 

identitas nasional? Seperti yang telah dijelaskan identitas 3nasional 

merupakan ciri khas ataupun jati diri suatu bangsa yang 

memberikan perbedaan bangsa tersebut dengan bangsa lain. 
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B. Faktor Faktor Identitas Nasional 

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri 

khas serta keunkan sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh 

faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional terebut. 

Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas 

nasional bangsa Indonesia meliputi: 

1. Faktor Objektif  

Faktor objektif meliputin kondisi ekologis, geografis, dan 

demografis suatu negara. Kondisi geografis dan ekologis 

negara Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim 

tropis yang berada di kawasan Asia Tenggara. Tentu saja hal 

ini mempengaruhi kehidupan bangsa indonesia secara sosial, 

religi, ekonomi dan kultural Negara Indonesia. Kondisi 

demografis di Indonesia juga memberikan pengaruh dalam 

kehidupan bangsa Indonesia terutama dalam kehidupan 

sosial kultur. 

2. Faktor Subjektif 

Menurut Suryo (2002), identitas nasional memeiliki faktor 

subjektif meliputin faktor historis, sosial, politis, dan 

kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa indonesia. 

Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan 

proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan negara bangsa 

beserta identitas bangsa Indonesia, yang muncul waktu 

nasionalisme berkembang di Indonesia. 

 

Faktor historis tentu saja mempengaruhi lahir nya identitas 

Nasional Indonesia karena di dalam Sejarah perkembangan Bangsa 

Indonesia terdapat peroses bersejarah yang  

mempengaruhi terbentuknya 

nilai dalam masyarakat dan 

dijadikan sebagai pedoman 

dalam kehidupan Bangsa 

Indonesia.  
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Faktor sosial ialah indentitas Nasional terbentuk karena adanya 

interaksi atau kemonikasi antara budaya di Indonesia melalui 

proses panjang sampai Indonesia menjadi Negara yang merdeka 

atau pun komonikasi secara intensif setelah Indonesia merdeka. 

Faktor politis bentuk identitas nasional yang dapat menjadi ciri 

khas ialah bendera negara, lagu kebangsaan, lambing negara, dan 

Bahasa nasional. Faktor kebudayaan akan menjadi rujukan dalam 

bertindak dan mengambil keputusan terhadap berbagai gejala yang 

di hadapi masyarakat, termasuk mempengaruhi identitas nasional. 

 

Faktor-faktor Yang Mendukung Kelahiran Identitas Nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Unsur-Unsur Identitas Nasional 

1. Suku Bangsa 

Individu memiliki suku bangsa sejak lahir dan tidak mampu 

untuk memilih mereka ingin berada di suku apa. Yang dapat 

dilakukan individu adalah memilih bagaimana bertingkah laku 

setelah menjadi bagian dari suku bangsa tersebut. Suku bangsa ini 

4merupakan salah satu identitas yang dapat terlihat dengan cukup 

jelas. Umumnya yang terlihat bukan "suku" nya, melainkan 

budaya-budaya yang melekat pada suku tersebut. (sudiantara, 

2021) 
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Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman suku yang tersebar 

dari Sabang hingga Merauke. Antara lain ada Suku Dayak, Suku 

Sasak, Suku Jawa, Suku Minahasa, Suku Asmat, dan masih banyak 

lagi. 

2. Bahasa 

Bahasa merupakan identitas 

nasional yang sangat integral dan 

yang paling terlihat. Masyarakat 

Indonesia menggunakan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa 

persatuan mereka. Hampir semua 

masyarakat Indonesia bisa 

menggunakan bahasa ini. 

Namun, banyak rakyat kita yang masih menggunakan bahasa 

daerah mereka dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa daerah juga 

menunjukkan salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. 

Contohnya adalah bahasa Sunda, bahasa Jawa, ataupun bahasa 

lokal lainnya.  

3. Kebudayaan  

Indonesia memiliki budaya nasional yang sangat kaya. 

Contohnya seperti tarian tradisional, lagu-lagu daerah, pakaian 

adat, hingga rumah adat yang beraneka ragam bentuknya. 

Hampir setiap suku memiliki tarian tradisional mereka sendiri. 

Contoh yang cukup terkenal adalah tari saman, tari piring, hingga 

tari tor-tor. Kemudian pakaian adat biasanya digunakan sebagai 

salah satu simbol perayaan acara sakral seperti upacara pernikahan. 

Pakaian adat ini juga dapat menunjukkan ciri khas daerah tersebut. 

Indonesia juga memiliki banyak sekali lagu-lagu daerah dalam 

bahasa-bahasa yang sangat beragam pula. Beberapa yang cukup 

terkenal adalah Bungong Jeumpo yang berasal dari Aceh, 

Tokecang dari Jawa Barat, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan 

Selatan hingga Yamko Rambe Yamko yang berasal dari Papua.  
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4. Agama  

Indonesia dikenal sebagai negara majemuk yang terdiri dari 

berbagai macam suku bangsa. Hal ini mengakibatkan Indonesia 

juga terdiri dari berbagai macam agama yang dianut oleh warga 

negaranya. Di Indonesia sendiri agama yang diakui terdiri dari 6 

agama yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, hingga 

Konghucu. Meskipun berbeda-beda warga Indonesia tetap harus 

saling menghargai dan mampu bersikap toleransi terhadap pemeluk 

agama lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Bentuk-Bentuk Identitas Nasional 

1. Bendera Negara, Merah Putih Ketentuan tentang Bendera 

Negara diatur dalam UU No.24 

Tahun 2009 mulai Pasal 4 sampai 

Pasal 24. Bendera warna merah 

putih dikibarkan pertama kali pada 

17 Agustus 1945, tetapi telah 

ditunjukkan pada peristiwa Sumpah 

Pemuda tahun 1928. (Nurgoho, 

2022) 
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Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan 

Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan 

Timur Nomor 56, Jakarta, disebut Bendera Pusaka Sang Saka 

Merah Putih. 

2. Bahasa Negara Indonesia  

Ketentuan tentang Bahasa Negara diatur dalam Undang-undang 

No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 25 sampai Pasal 45. Bahasa 

Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para 

pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa 

Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan (lingua 

franca) dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa 

persatuan pada Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 19285. Bangsa 

Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa 

nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. 

Sumpah Pemuda: 

Kami putra dan putri Indonesia, 

 mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 

Kami putra dan putri Indonesia,  

mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia  

Kami putra dan putri Indonesia,  

menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 

3. Lambang Negara Bangsa Indonesia  

Ketentuan tentang Lambang Negara diatur dalam Undang-

Undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 46 sampai Pasal 57. 

Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang 

negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah 

garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. 

Burung garuda adalah lambang negara Indonesia yang 

dicetuskan oleh Sultan Hamid II pada 1950. Setiap tanggal 1 Juni, 
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bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila yang identik 

dengan lambangnya yaitu Burung Garuda.  

Proses pemilihan burung garuda sebagai lambang NKRI sendiri 

tidak sembarangan. Sebab, burung garuda yang dijadikan sebagai 

lambang negara ini memiliki makna yang mendalam. Mulai dari 

jumlah bulu, warna, sampai simbol-simbolnya pun memiliki arti 

yang cukup dalam.  

Burung garuda pada lambang Pancasila melambangkan 

kekuatan dan warna emasnya melambangkan kemuliaan. Perisai di 

tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Kedua kaki 

burung garuda yang kokoh mencengkeram pita putih bertuliskan 

Bhinneka Tunggal Ika bermakna "berbeda-beda tetapi satu jua". 

Slogan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang mempunyai 

keanekaragaman suku, budaya, agama, dan sebagainya. Dengan 

sayapnya yang mengembang, hal ini menyiratkan bahwa garuda 

siap menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia.  

Selanjutnya adalah jumlah bulu yang ada pada badan burung. 

Berikut penjelasannya:  

• 17 helai bulu sayap kanan 

dan kiri: melambangkan 

tanggal kemerdekaan 

Indonesia  

• 45 helai bulu leher: 

melambangkan tahun 

kemerdekaan Indonesia, 

yaitu 1945  

• 19 helai bulu pangkal ekor: 

melambangkan tahun 

Kemerdekaan Indonesia, 

yaitu 1945  
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• 8 helai bulu ekor: melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia 

yaitu Agustus, sebagai bulan kedelapan dalam satu tahun 

kalender Masehi.  

Angka-angka tersebut menunjukkan tanggal 17 Agustus 1945 

yang merupakan tanggal Kemerdekaan Indonesia. Semoga makna-

makna pada simbol garuda Pancasila selalu mengingatkan dan 

menumbuhkan rasa nasionalisme pada bangsa dan negara 

Indonesia.  

4. Lagu kebangsaan, Indonesia Raya  

Ketentuan tentang Lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur 

dalam UU No.24 Tahun 2009 mulai Pasal 58 sampai Pasal 64. 

Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang diciptakan oleh 

Wage Rudolf Supratman. Pada 28 Oktober 1928 lagu Indonesia 

Raya dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan 

negara.  

Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan yang juga menjadi 

lagu wajib nasional. Lagu ini kerap dikumandangkan pada acara-

acara penting. Tak hanya jelang peringatan Hari Ulang Tahun 

Republik Indonesia (HUT RI), lagu Indonesia Raya juga 

dinyanyikan dalam upacara bendera, seminar, pertandingan bola, 

sampai konser sekalipun. Hal ini tentu tak lepas dari peran penting 

lagu tersebut dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang dapat 

lepas dari belenggu penjajahan. Lirik lagu kebangsaan Indonesia 

Raya:  

Indonesia Raya 

Indonesia Tanah Airku, Tanah Tumpah Darahku, Di sanalah 

Aku Berdiri, Jadi Pandu Ibuku, Indonesia Kebangsaanku, Bangsa 

dan Tanah Airku, Marilah Kita Berseru, Indonesia Bersatu. 

Hiduplah Tanahku, Hiduplah Negeriku, 

Bangsaku, Rakyatku, Semuanya, 

Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya, 

Untuk Indonesia Raya. 

Reff: 
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Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka, 

Tanahku, Negriku yang Kucinta, 

Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka, 

Hiduplah Indonesia Raya 

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

RI 1945) 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan oleh 

PPKI pada 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara RI dan 

identitas nasional. Isi dari pembukaan UUD 1945: Pembukaan 

UUD 1945 

UUD RI 1945 

Pembukaan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak 

segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia 

harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan 

dan perikeadilan." 

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah 

sampailah kepada 

saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan 

rakyat Indonesia ke 

depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang 

merdeka, bersatu, 

berdaulat, adil dan makmur." 

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 

didorongkan oleh 

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, 

maka rakyat 

Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." 

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah 

negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
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kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan 

kebangsaan Indonesia itu 

dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang 

terbentuk dalam suatu 

susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 

dengan berdasar 

kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan 

beradab, 

persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan 

suatu keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." 

6. Semboyan Negara Bhineka Tunggal Ika 

Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu 

jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para the founding fathers 

mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis 

yang dinamakan oleh Herbert Feith, seorang Indonesianist yang 

menyatakan bahwa Indonesia sebagai mozaic society. Seperti 

halnya sebuah lukisan mozaic yang beraneka warna, tetapi karena 

tersusun dengan baik maka keanekaragaman tersebut dapat 

membentuk keindahan sehingga dapat dinikmati oleh siapa pun 

yang melihatnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung 

makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. 

Tidak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia 

dengan keanekaragamannya. Meski memiliki banyak 

keanekaragaman, tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa 

yaitu bangsa Indonesia.  

 

7. Kebudayaan Daerah  

Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, budaya, dan 

ras yang tersebar di berbagai wilayah. Masyarakat Indonesia 

mendiami pulau-pulau serta berbicara dalam ragam bahasa, 

mempunyai budaya daerah. Kemudian budaya daerah ini 

ditetapkan sebagai budaya nasional dan identitas nasional. 
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E. Pentingnya Identitas Nasional Bagi Suatu Bangsa 

 

Identitas sendiri dapat dipahami melalui dua cara, yaitu personal 

dan sosial. Jika kedua pemahaman ini terdapat relasi, maka akan 

tercipta sebuah keteraturan social atau social order. Jika kita ambil 

sebuah contoh sederhana seperti nama, kita mungkin bisa memiliki 

pemahaman yang berbeda tentang nama kita sendiri dengan 

pemahaman yang dimiliki oleh orang tua atau 6keluarga kita. Hal 

ini berarti pemahaman terhadap nama kita secara personal dan 

secara sosial itu berbeda, dan hal ini akan berkontribusi terhadap 

berkurangnya keteraturan sosial, misalnya terjadi pertengkaran 

antara kita dengan keluarga. (Damri, Pendidikan Kewarganegaraan, 

2020)  

Secara teori, identitas dapat dipahami secara personal dan sosial, 

tetapi secara praktek, kita cenderung mendefinisikan identitas 

seseorang berdasarkan pendekatan sosial. Pemahaman identitas 

secara sosial sendiri berkaitan dengan kategori-kategori sosial, di 

mana terdapat tiga pendekatan dalam melihat kategori sosial, yaitu 

secara struktural, konflik, dan interaksi simbolik.  

 

F. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa  

 

Setiap bangsa memiliki identitasnya. Dengan memahami 

identitas bangsa diharapkan akan memahami jati diri bangsa 

sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Dalam 

pembahasan 7ini tentu tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang 

keadaan masa lalu dan masa sekarang, antara idealitas dan realitas 

dan antara das Sollen dan das Seinnya. Karakter berasal dari bahasa 

latin “kharakter, kharassein atau kharax”, dalam bahasa Prancis 

“caractere” dalam bahasa Inggris “character. Dalam arti luas 

karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak 

yang membedakan seseorang dengan orang lain.17 Sehingga 

karakter bangsa dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa 

Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.  

Menurut Max Weber18 cara yang terbaik untuk memahami 

suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku 

anggotanya. Dan cara memahami tingkah laku anggota adalah 
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dengan memahami kebudayaan mereka yaitu sistem makna 

mereka. Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna terus 

menerus atas semua tindakannya. Makna selalu menjadi orientasi 

tindakan manusia baik disadari atau tidak. Manusia juga mencari 

dan berusaha menjelaskan „logika‟ dari tingkah laku sosial 

masyarakat tertentu melaluikebudayaan mereka sendiri. (Montiero 

J. M., 2015) 

Identitas dan modernitas juga seringkali mengalami tarik 

menarik. Atas nama identitas seringkali menutup diri dari 

perubahan, ada kekhawatiran identitas yang sudah dibangun oleh 

para pendahulu tercerabut dan hilang. Sehingga identitas bukan 

sesuatu yang hanya dipertahankan namun juga selalu berproses 

mengalami perkembangan. Pembentukan identitas Indonesia juga 

mengalami hal demikian. Indonesia yang memiliki beribu etnis 

harus menyatukan diri membentuk satu identitas yaitu Indonesia, 

suatu proses yang sangat berat kalau tidak ada kelapangdadaan 

bangsa ini untuk bersatu. Bukan hanya etnik yang beragam, 

Indonesia juga terdiri atas kerajaan-kerajaan yang sudah establish 

memiliki wilayah dan rajanya masing-masing dan bersedia 

dipersatukan dengan sistem pemerintahan baru yang modern yaitu 

demokrasi presidensial.  

Adapun Kedudukan identitas nasional sebagai karakter suatu 

bangsa ialah:  

• Sebagai pemersatu bangsa.  

Artinya identitas nasional adalah alat pemersatu bangsa, seperti 

contohnya di Indonesia yaitu Pancasila sebagai identitas 

nasionalnya.  

• Sebagai suatu ciri khas yang membedakan suatu bangsa 

dengan bangsa lain.  

Pengertian identitas nasional di atas adalah bahwa identitas 

nasional merupakan faktor pembeda, ciri dan identitas suatu 

negara. Tentunya setiap negara memiliki identitasnya masing-

masing, yang membedakan satu negara dengan negara lainnya.  

• Sebagai landasan atau pegangan bagi sebuah negara untuk 

berkembang atau mewujudkan potensi yang dimiliki  

Artinya dengan identitas nasional maka suatu negara tidak 

akan kehilangan arah dan Negara dapat berpegang teguh 
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terhadap prinsip jati dirinya sendiri untuk dapat lebih 

berkembang.  

 

G. Lunturnya Identitas Nasional 

Teknologi saat ini tidaklah 

dapat dipisahkan dengan 

kehidupan sehari - hari. Teknologi 

mempu nyai dampak positif dan 

dampak negatif terhadap identitas 

bangsa Indonesia. Salah satu 

dampak positifnya adalah sikap 

etos kerja dan disiplin yang tinggi 

yang kita tiru dari negara maju 

demi kemajuan identitas bangsa Indonesia. Selain itu, teknologi 

juga membantu kita untuk mengakses ilmu pengetahuan yang dapat 

meningkatkan pola pikir masyarakat yang kritis, sehingga dapat 

menghindarkan dari ancaman pihak luar serta melalui teknologi, di 

daerah terpencil dapat membagikan informasi daerah tersebut agar 

dapat dikenal oleh masyarakat luas. 

 

Dengan seiringnya perkembangan zaman dan teknologi, sebuah 

kebudayaan yang menjadi identitas nasional akan semakin 

terancam keberadaannya. Beberapa diantaranya yang dapat 

mengancam identitas nasional bangsa Indonesia adalah pengaruh 

dari negara - negara barat. Di sisi lain ternyata juga terdapat 

teknologi juga memiliki banyak dampak negatif yang mengancam 

identitas nasional bangsa Indonesia.  

Dampak negatif tersebut yang paling mengancam adalah pola 

pikir atau perilaku perilaku negara barat yaitu mulai banyaknya 

masyarakat Indonesia yang cenderung berpikir individualis yang 

hanya mementingkan dirinya sendiri. Ditambah lagi terdapat 

pergaulan bebas dan cara berbicara yang mengikuti orang - orang 

barat.  
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Hal ini disebabkan oleh dalih nilai - nilai orang barat yang 

cenderung bebas dan praktis sehingga membuat masyarakat kita 

mengikuti budaya - budaya negara barat. Dengan adanya hal 

tersebut tentunya akan membuat nilai - nilai moral bangsa 

Indonesia memudar. Tidak hanya tentang nilai dan moral saja, gaya 

hidup dan cara berpakaian juga ikut terpengaruh gaya / style yang 

cenderung terbuka. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan cara 

berpakaian bangsa Indonesia yang cenderung tertutup.  

 

H.  Memperkokoh Identitas Nasional Untuk Meningkatkan 

Nasionalisme 

 

Isu nasionalisme kembali menguat akhir-akhir ini. Pilkada DKI, 

lalu insiden terbaliknya bendera Merah Putih dalam buku suvenir 

di ajang SEA Games, beberapa aktivitas yang menyinggung suku, 

agama, ras, dan antargolongan (SARA), kembali melecutkan dan 

memantik nasionalisme masyarakat Indonesia. Tulisan ini 

mengulas perihal nasionalisme Indonesia, identitas bangsa, dan apa 

yang harus dilakukan agar semua serba terukur dan bukan bersifat 

insidental ataupun reaksioner dalam merespon isu-isu tertentu saja. 

 

Nasionalisme memainkan peran penting dalam pembentukan 

dan pemeliharaan identitas Nasional Indonesia, serta meyuarakan 

nilai-nilai Nasional dan membantu mempertahankan itegrasi 

Nasional.Adapun Upaya untuk meperkokoh identitas nasional 

bangsa Indonesia: 

1. Menerapkan nilai nilai Pancasila 

2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme 

3. Memngutamakan sikap 8perastuan dan kesatuan 

4. Memmanfaat kan situs jejaring social 

 

Pada akhirnya, pemerintah perlu memformulasikan, 

mendefinisikan, dan mengkaji ulang secara bersama-sama 

mengenai konsep identitas bangsa Indonesia, dan mengukur 

nasionalisme masyarakat Indonesia. Karena \ikatan kebangsaan 

yang disatukan atas kesamaan nasib sejarah, bisa menjadi tidak 

relevan apabila setiap entitas di Indonesia tidak lagi memiliki visi 
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yang sama atas masa depan, dan nilai-nilai dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Tiga pendekatan dalam mendefinisikan nasionalisme, yaitu 

nasionalisme etnis, nasionalisme warga negara/sosial, dan 

nasionalisme resmi/Negara (Kellas, 1998, h.66). Nasionalisme etnis 

mengacu pada ikatan primordial, yaitu gerakan dan ideologi dari 

kelompok etnis yang salah satu tujuannya adalah membentuk 

negara-bangsa, berdasarkan sejarah bersama, bahasa, wilayah, 

suku, atau tanda kebudayaan lainnya yang menciptakan perasaan 

memiliki atas apa yang dipersepsikan sebagai bangsa.  

 

1. Nasionalisme Indonesia  

Arqom Kuswanjono menyatakan,"...baik Yamin, Soepomo, 

maupun Soekarno meletakkan kesatuan dan nasionalisme pada 

urutan pertama dalam rumusan mereka mengenai dasar negara. 

Kita tidak dapat membangun Indonesia tanpa nasionalisme.” (Fikri, 

2016). Sementara Firman Noor mendefinisikan nasionalisme 

sebagai rasa kebangsaan, atau “kemauan untuk rela bersatu atas 

dasar dialektika sejarah dan kesamaan visi serta kepentingan masa 

depan di mana semangat kemanusiaan menjadi landasannya. Secara 

lebih spesifik dalam makna keindonesiaan hal itu dikaitkan dengan 

nilai-nilai persamaan, keadilan, dan demokrasi yang didampingkan 

dengan nilai-nilai ketuhanan dan persatuan” (Noor, 2007). 

 

Nasionalisme Indonesia didefinisikan mengacu pada musuh 

eksternal, dan simpatisan domestik, termasuk beberapa kelompok 

etnis pribumi asli Nusantara (Leifer, 2000,h.157). 

Nasionalisme Indonesia berkembang tidak hanya berdasarkan 

reaksi negative terhadap aturan pemerintah kolonial, namun juga 

dalam reaksi positif terhadap batas-batas teritorial pemerintah 

negara kolonial yang berasimilasi ke dalam klaim nasional (Leifer, 

2000, 158). Identitas (Indonesia), tidak berakarpada dominasi 

etnisitas, meskipun secara kultural, orang Jawa mencapai 60 persen 

dari total 210 juta penduduk nasional (Leifer, 2000, 159).  
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I. Proses Berbangsa Dan Bernegara Sebagai Identitas Nasional 

Bangsa adalah sekelompok besar manusia yang memiliki 

persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga memiliki 

persmaan watak dan karakter yang kuat untuk tinggal bersmaan di 

suatu wilayah tertentu untuk membentuk sesuatu kesatuan nasional. 

 

Sejarah proses berbangsa dan bernegara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negara merupakan suatu wilayah dimana 9terdapat sekelompok  
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Manusia yang melakukan kegiatan pemerintaahan. Pengertian 

bangsa adalah suatu persatuan perangai yang timbul dari persamaan 

Nasib Rawink bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu 

pada suatu wilayah dan mepunyai keterikatan dengan wilayah 

tersebut.  

 

Sebagai negara-bangsa, perbedaan-perbedaan tersebut harus 

dilihat sebagai realitas yang wajar dan niscaya. Perlu dibangun 

jembatan-jembatan relasi yang menghubungkan keragaman itu 

sebagai upaya membangun konsep kesatuan dalam keragaman. 

Kelahiran Pancasila diniatkan untuk itu yaitu sebagai alat 

pemersatu. Keragaman adalah mozaik yang mempercantik 

gambaran tentang Indonesia secara. (Arraniri I. , 2023) 
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BAB 3 
DEFINISI WARGA NEGARA 

 

A. Defenisi Warga Negara 

Menurut pendapat Delvi Aflinda “Warga negara adalah 

sebuah bangsa atau negara yang memiliki hak dan kewajiban 

tertentu.” Menurut pendapat Delvia Eka Syafitri “Warga negara 

adalah sekelompok orang yang diakui oleh suatu negara dan 

memiliki hak-hak serta kewajiban tertentu yang ditetapkan oleh 

hukum negara tersebut.” Menurut pendapat Ulfa Aulia Harahap 

“Warga negara adalah sekelompok orang yang tinggal dan menetap 

hingga menjadi bagian warga negara tersebut.” 

Pasal 26 ayat 1 UUD Negara RI 1945 menegaskan bahwa 

warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai 

warga negara. Dari pasal ini bisa diketahui bahwa warga negara 

Indonesia itu adalah orang asli Indonesia dan peranakan Belanda, 

peranakan Tionghoa, Peranakan Arab dll, yang bertempat tinggal di 

Indonesia dalam kurun waktu tertentu. (Ahada Fisip, 04 November 

2021) 

Warga negara dari suatu negara berarti anggota dari negara 

itu yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap 

kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh sebab itu seseorang 

menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh 

undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara 

menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara terlebih dahulu 

negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 

meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan 

oleh pasal 28E ayat (1) UUD 1945. 
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B. Pentingnya Hak Dan Kewajiban Warga Negara 

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang 

mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban 

suatu warga Negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan 

tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak menyimpang dari apa yang 

diharapkan karna betapa penting nya nilai pendidikan ini sudah 

diterapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan mulai dari 

yang paling dini hingga diperguruan tinggi agar dapat 

menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan siap 

menjalankan hidup berbangsa dan bernegara (Nafilah 2020).  

Secara umum, hak adalah peluang yang diberikan kepada 

setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki 

sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Menurut prof. Dr 

Notonegoro “hak merupakan sebuah kuasa atau kemampuan 

seseorang individu untuk dapat melakukan beberapa kegiatan 

seperti menerima, melakukan, dan memiliki suatu hal yang sudah 

semestinya diterima, dilakukan, dan dimikili oleh individu 

tersebut.” Menurut Prof. R.M.T. Sukamto Notonagoro “hak adalah 

sebuah wewenang dimana seorang individu memiliki otoritas untuk 

menerima atau melakukan suatu hal yang diinginkannya dan 

memang semestinya diterima atau dilakukan oleh individu 

tersebut.” (Umam, 2021) 

Jadi, dari beberpa pendapat para ahli tersebut dapat 

disimpulakn bahwa hak adalah sebuah kemampuan, peluang atau 

kekuasaan untuk melakukan, mendapatkan, dan menerima sesuatu 

hal yang seharusnya sudah didapatkan oleh seseorang yang sudah 

menjadi peluang bagi setiap individu, yang didapatkan sejak 

dirinya dilahirkan oleh orang tuanya. (Mochamad Aris Yusuf 1 

april 2020) 

Pengertian kewajiban menurut para ahli: 

Prof. R. M. T. Sukamto Notonagoro mengungkapkan “bahwa 

kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak-

pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab serta dengan 

prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak yang 
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berkepentingan.” Menurut John Salmond, “kewajiban adalah suatu 

hal yang harus dikerjakan oleh seseorang dan jika tidak melakukan 

suatu hal tersebut, maka akan memperoleh sanksi.” Frederick 

Pollock mengatakan “bahwa kewajiban sama dengan sebuah tugas 

dan dalam pengertian hukum, kewajiban adalah sesuatu hal yang 

bisa mengikat antara dua orang atau lebih secara hukum.” 

C. Hak-Hak Warga Negara 

Sesuai dengan hukum internasional, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia adalah negara yang memberikan perlindungan 

terhadap hak asasi manusia, dan sistem hukumnya mengatur bahwa 

setiap perbuatan, termasuk yang terjadi dalam suatu cipta atau hak, 

tunduk pada pengawasan hukum. Oleh karena itu status Indonesia 

sebagai negara hukum dikukuhkan oleh para pelaksananya dalam 

lembaga-lembaga kekuasaan negara yang memberikan 

perlindungan terhadap kewajiban hukum dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip moral. 

Hukum dan keadilan memiliki hubungan yang erat dan 

merupakan satu buah kesatuan yang tidak terpisahkan, keadilan 

diciptakan karena adanya suatu hukum. Keadilan dapat 

memberikan warna bagi setiap sikap atau perilaku dan kehidupan 

setiap individu dalam hubungannya antar manusia, Tuhan-Nya, 

antara masyarakat dengan pemerintahnya, dan antara alam dengan 

makhluk ciptaan lainnya. Setiap kehidupan mempunyai nilai-nilai 

keadilan, karna hakikatnya sesuatu yang tidak adil akan 

menimbulkan ketidakseimbangan Oleh karena itu, norma berupa 

hokum hadir agar dapat bisa mewujudkan keadilan yang 

sesungguhnya (Azzahra Sudrajat, 2022). Agar tidak ada lagi sebuah 

keadilan yang hanya berupa khayalan dan membuat kondisi hukum 

menjadi tidak kondusif bagi para pencari keadilan. (Azzahra 

Sudrajat, 2022) 

Negara Hukum merupakan negara yang memiliki asas negara 

hokum dimana segala perilaku dan tindakan warga negaranya 

diatur di dalamperundang-undangan yang telah disusun oleh 
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pemerintah. Di dalam konsep negara hukum, pemerintah dalam 

penyelenggaraan negaranya menempatkan gagasan perlindungan 

hak asasi manusia sebagai salah satu unsur penting yang harus 

dijalankan. Dengan mempertimbangkan pentingnya perlindungan 

hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi negara harus memuat 

pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap 

hak-hak warga negaranya. Sebagai negara hukum tentunya 

memiliki kewajiban utama yang harus di laksanakan yakni 

berkewajiban dalam hal melindungi hak-hak warga negaranya 

dengan cara yang tegas dan tidak memihak kepada suatu kelompok 

tertentu, yang dicantumkan ke dalam hukum konstitusi maupun 

hokum nasional. (Hutabarat et al., 2022) 

Indonesia sejak awal kemerdekaan mengakui adanya HAM 

dalam konstitusi, namun dalam pandangan Moh. Mahfud MD 

materi muatan dalam UUD 1945 tidak memberi banyak perhatian 

kepada HAM secara universal, keberadaan HAM secara universal 

pun hanya disebutkan dalam sila kedia Pancasila mengenai 

kemanusiaan yang adil dan beradab, dan Pasal 29 yang 

menderivasikan jaminan kemerdekaan tiap penduduk untuk 

memeluk agama dan beribadah. Fakta inilah yang menjadikan 

Mahfud MD berpendapat bahwasannya UUD 1945 hanya berfokus 

pada HAM partikularistik berupan hak asasi warga negara saja 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum 

tidakberdasarkan atas kekuasaan belaka, hal ini tercantum dalam 

penejalasan UUD 1945. (Ayu, 2022) 

Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan 

kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa 

sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk 

melindungi hak-hak warga negara. Terlebih lagi dengan konsep 

negara kesejahteraan sebagai konsep negara modern telah 

memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk 

bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan 

dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi 

hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar 

haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. 
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Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban 

pemerintah untuk memenuhinya. (Ardinata, 2020) 
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BAB 4 
HAM DAN RULE OF LOW 

A. Sejarah Perkembangan HAM  

Dunia barat (Eropa) paling dahulu menyuarakan HAM, dimana 

berdasarkan sejarah Hak Asasi Manusia, Inggris yang paling utama 

menyerukan. Tecatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang 

mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah 

(natural rights), yaitu Jhon Locke pada abad 17. Sejarah 

perkembangan  

 

B. Pengertian HAM 

12HAM menurut Mark Gibney adalah “... are core set of rights 

that human beings posses by simple virtue of their humanity” HAM 

adalah inti dan seperangkat hak yang dimiliki manusia sebagai 

suatu kebaikan dari sisi kemanusiaan mereka. Beberapa ahli 

sebagaimana dikemukakan oleh Manisuli Ssenyonjo kesulitan 

memberikan definisi mengenai HAM, narnun secara umum 

HAM dapat dikatakan sebagai hak yang berhubungan dengan hal 

yang paling mendasar dan melekat dalam hidup manusia. 

Banyak faktor yang menyebabkan terhambatnya penyelesian 

kasus pelanggaran HAM berat yang dirasa kurang maksimal. 

Berdasarkan hasil riset Komnas HAM dan Litbang Kompas 

mengenai penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu 

menunjukkan dari 1200 responden yang tersebar di 34 Provinsi 

sebesar 73,9% responden menganggap bahwa kuasa politik 

menjadi hambatan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM 

berat (Nurani, 2022) 

 

C. Perlndungan Hukum  

Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur 

pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga 

(institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam 

masyarakat. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau 

instrument untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hokum agar 

masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya 

dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Selain itu, 
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hukum juga berperan sebagai instrument perlindungan bagi 

masyarakat. Perlindungan diartikan sebagai upaya untuk 

memberikan jaminan keamanan, ketentraman, kedamaian dari 

pelindung terhadap yang akan dilindungi dari segala bahaya yang 

dapat mengancamnya.  

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan 

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang 

akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. perlindungan 

hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat 

dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai 

dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia (Saftiani, 2016). 

 

D. Ruang Lingkup HAM  

(Renggong et al., 2021)16 asal muasal mengenai hak asasi 

manusia berasal dari teori hak kodrati (natural law theory), dimana 

setiap manusia memiliki hak-hak yang tidak dapat 

dicabut(inalienable) sebagai hak yang melekat sebagai makhluk 

insani dan tidak terlepas dari gender, bahasa, kewarganegaraan 

maupun budaya. teori hak kodrati (natural law theory) sendiri 

awalnya dipelopori oleh Grotius yang dikembangkan lebih lanjut 

oleh John Locke yang mengakibatkan terbitnya revolusi hak yang 

bergejolak di Inggris, Amerika Serikat, Serta Prancis pada abad 17 

dan 18. Locke berpedapat dalam bukunya “The Second Treatise of 

Civil Government and a Letter 

Concerning Toleration” yang berisikan bahwa setiap individu 

memiliki kontrak sosial (social contract) yang tidak dapat diganggu 

gugat oleh negara. Apabila para penguasa mengabaikan hal terkait 

kontrak sosial tersebut, maka warga negara dapat menurunkan dan 

mengganti pemerintahan yang menghargai hal tersebut.  

Selanjutnya mengenai universalitas dari hak asasi manusia, hal 

tersebut memiliki konsepsi dimana setiap individu memiliki 

legitimasi atas diri mereka terkait mendefinisikan kebebasan dan 

kemanfaatan sebagaimana tercantum didalam katalog otoritatif 
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yang ditetapkan pada Universal Declaration of Human Rights, yang 

secara politik maupun hukum telah diterima oleh 

berbagai negara. Universal Declarationmerefleksikan intuisi moral 

umum seperti kebebasan berekspresi, persamaan agama atau etnis, 

kesetaraan perempuan, dan sebagainya. Pada era sebelum Perang 

Dunia II, salah satu contoh pendiri hukum internasional, yakni 

Francisco de Vitoria (1486-1546) telah menyadari bahwa setiap 

orang, terlepas dari orang asing maupun lokal, 

hendaknya memberikan perlakuan yang pantas kepada orang asing. 

Hingga 

E. Peranan Hak Asasi Manusia 

Indonesia telah meratifikasi peraturan Internasional The 

Universal Declaration on Human Rights 1949 dan TheInternational 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966.22 

Pembangunan termasuk pembangunan ekonomi, merupakan hak 

asasi manusia, yang dimiliki oleh setiap orang, secara individu 

ataupun kolektif. PBB mendeklarasikanpada tahun 1986 tentang 

hakatas pembangunan (Declaration on the Right to 

Development/RTD)bahwa setiap orang “berhak untuk 

berpartisipasi dalam, berkontribusi, dan menikmati pembangunan 

ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar dapat diwujudkan sepenuhnya”.Hak 

ini pada tataran nasional maupun internasional, dimana setiap 

orang berhak diperlakukan oleh negara secara sama tanpa 

perbedaan dalam menikmati dan turut serta dalam 

pembangunan ekonomi. 

Pembangunan ekonomi yang didukung oleh instrumen hokum 

haruslah merepresentasikan hak asasi manusia, mengingat bahwa 

ideology Pancasila juga mencerminkan kemanusiaan dan keadilan 

sosial, serta Ketuhan Yang Maha Esa sebagai perwujudan 

pemberik hak asasi terhadap manusia.Kosepsi normative Indonesia 

telah meletakkan pondasi yang kuat dengan simbol adanya 

Kementrian Hukum dan HAM, artinay sudah adanya persamaan 

persepsi bahwa hukum di Indonesia menggunakan perspektifHAM, 

maka secara konsep pembangunan ekonomi yang didukung hukum 

otomatis berdasarkan HAM. Indonesia merupakan salah satu 

negara yang aktif dalam pembahasan RTD di PBB.23Dan anehnya 
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Amerika Serikat justru tidak tertarik dalam menjalankan RTD, 

disisi lain penerapan RTD memerlukan komitmen politik 

pemerintah dan bukan sebatas retorika (Hartanto, Dista Amelia 

Sontana, n.d. 

 

F. Bentuk-bentuk Hak Asasi Manusia  

Macam hak asasi manusia antara lain, sebagai berikut: 

1. Hak asasi personal (personal rights) antara lain hak untuk 

mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak untuk 

beribadah, dan hak kebebasan berorganisasi  

2. Hak asasi ekonomi (property rights) antara lain hak untuk 

memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak 

mengadakan suatu perjanjian atau kontra, dan hak memiliki 

pekerjaan. 

3. Hak persamaan hukum (rights of legal equality) hak untuk 

mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam 

keadilan hukum dan pemerintah. 

4. Hak asasi politik (politic rights) hak untuk diakui sebagai 

warga Negara yang sama, hak untuk ikut serta dalam 

pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak 

untuk memiliki pekerjaan. 

5. Hak asasi sosial dan Budaya (social cultural rights) adalah hak 

untuk memilih Pendidikan, hak atas jaminan sosial, hak untuk 

mendapatkan pelayanan Kesehatan, dan hak untuk 

mengembangkan kebudayaan. 

6. Hak asasi Peradilan (procedural Rights) yaitu hak untuk 

mendapatkan pembelaan hukum dalam proses peradilan. 

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi 

hak asasi manusi dan kebebasan dasar manusia sebagai hak 

yang sudah melekat dan tidak terpisah dari 

manusia yang harus dilindingi, dihormati dan ditegakkan 

demipeningkatan martabat kemanusiaan, kesejateraan, 

kebahagian, serta keadilan. 
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G. Prinsip HAM 

Prinsip-Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia Manferd Nowak 

mengemukakan bahwa prinsip hak asasi manusia itu ada empat 

yaitu, universal (universality), tak terbagi (indivisibility), saling 

bergantung (interdependent), saling terkait (interrelated). Rhona 

K.M. smith menambahkan prinsip lain yaitu, kesetaraan (equality) 

dan non-diskriminasi (non-discrimination). Namun, beberapa 

kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagai (indivisibility), 

saling bergantung (interdependent) dan saling terkait (interrelated) 

merupakan prinsip turunan dari 

prinsip universal (universlity). 

  

H. Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila 

Pancasila 

Hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di 

dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras, maupun 

golongan, yang artinya hak manusia ini bersifat universal. Oleh 

karena itu setiap negara wajib untuk menegakkan hak asasi 

manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakkan hak asasi manusia 

diberbagai dunia itu berbeda antara negara yang satu dengan negara 

yang lainnya. Kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu 

negara akan mempengaruhi pola penegakkan hak asasi manusia 

disuatu negara, contohnya, di Indonesia, dalam proses penegakan 

hak asasi manusia Negara Indonesia berlandaskan kepada ideologi 

negara yaitu Pancasila. Pancasila sendiri merupakan ideologi yang 

mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu HAM di 

Indonesia berpegangan pada ideologi Pancasila. Nilai- nilai 

Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Nilai Ideal, Nilai 

Instrumental dan Nilai Praskis 

1. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Pancasila Nilai ideal 

atau nilai dasar Pancasila adalahh nilai dasar yang relative tetap 

(tidak berubah) seperti yang berada dalam pembukaan UUD 1945. 

Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya 

terkandung sebuah cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan 

benar. Sejalan dengan hal tersebut.  
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BAB 5 
ANTI KORUPSI, PERUNDUNGAN, ANTI 
KEKERASAN SEKSUAL 

 
Bahasa latin dari korupsi adalah corruptio atau corruptus yakni 

sesuatu tindakan yang merugikan, merusak bahkan menghancurkan 

kehidupan bermasyakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia 

yang bertujuan untuk bisa berinteraksi dengan sesama masyarakat.  

Upaya pemberantasan dalam korupsi, masyarakat sudah melakukan 

sejak awal walupun aturan anti korupsi sudah diperketat. Korupsi 

sikap yang buruk, yang berakibat sangat berbahaya bagi 

masyarakat, dari aspek kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan 

kehidupan birokrasi. (Yolanda, 2019) 

Dalam masyarakat terdapat Moral yang merupakan suatu hal 

yang penting, dengan menjaga atau meningkatkan sikap moral 

dapat membantu kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan 

dalam kehidupan masyarakat. Moral dalam masyarakat juga 

mencerminkan kepribadian dalam suatu negara. (Anjarwati, 2020)² 

Pada faktanya, korupsi sebenarnya telah terjadi dari hal paling 

sederhana sampai hal-hal yang lebih kompleks. Korupsi selalu 

dikaitkan dengan politik, ekonomi, kebijakan pemerintahan dalam 

masalah sosial maupun internasional, serta pembangunan nasional. 

A. Filosofi Korupsi 

 
Pengertian korupsi dapat ditinjau dalam berbagai macam 

perspektif. Menurut Haryatmokon, pengertian korupsi adalah upaya 

menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk 

menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau 

kekayaan demi kepentingan keuntungan diri sendiri. 

Menurut Robert Klitgaard berpendapat bahwa korupsi adalah 

suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi 

jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan 

status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, 

keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan 
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pelaksanaan yang menyangkut tigkah laku pribadi. Jose Veloso 

Abueva menyatakan korupsi adalah mempergunakan kekayaan 

negara (biasanya uang, barang-barang milik negara atau 

kesempatan) untuk memperkaya diri. 

B. Bahaya dalam Korupsi 

 
Dalam korupsi terdapat beberapa masalah yang berbahaya 

sebagai akibat dari korupsi (Setiadi, 2018), ¹ diantaranya ada: 

1. Bahaya korupsi dalam masyarakat 

Korupsi terjadi pada masyarakat akan mengakibatkan 

masyarakat yang kacau dan berantakan, menjadikan masyarakat 

yang hanya memetingkan diri sendiri padahal manusia adalah 

makhluk sosial yang saling bantu membantu, tanpa adanya 

kepentingan diri sendiri pada bermasyarakat. 

2. Bahaya korupsi pada generasi muda 

Salah satu efek negatif yang berjangka panjang adalah pada 

generasi muda yang memiliki masa depan dalam bermasyarakat itu 

sendiri, yang dimana semakin lama dibiarkan, generasi muda akan 

menganggap bahwa korupsi itu adalah hal yang biasa dilakukan, 

sehinggan pengembangan pada masyarakat akan negatif dan rusak 

dengan sikap yang kompromi bahkan tidak jujur dalam segala 

apapun itu. 

 

3. Bahaya korupsi pada politik 

Kekuasaan politik yang lebih tinggi dalam masyarakat seperti 

pemilu yang curang, kekerasan pada pemilu dan lain-lain yang 

dapat merusak demokrasi didalam masyarakat sekitar. Dalam hal 

ini bisa menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintah secara tidak 

terhormat. 
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4. Bahaya korupsi pada ekonomi bangsa 

 

Korupsi yang bisa merusak negara bahkan bangsanya sendiri 

yang mengakibatkan berkurangnya investasi dari keuangan dalam 

negeri dan luar negeri, karena para investor akan menganggap 

untuk membayar 2 kali untuk membayar bunga yang cukup tinggi. 

Hal ini menyebabkan para investor merasa dirugikan 

 

C. Dampak-Dampak Korupsi 

 
Pada dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata 

kelola pemerintahan yang baik dimana korupsi dapat 

menghancurkan proses formal yang sudah dibentuk. Korupsi pada 

pemilihan umum dan badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan 

perwakilan dalam pembuatan kebijakan, korupsi pada sistem 

pengadilan menghentikan ketertiban hukum dan korupsi pada 

pemerintahan publik menyebabkan ketidakadilan dalam pelayanan 

pada masyarakat.  

 

Jadi secara umum, korupsi telah mengikis kemampuan lembaga 

pemerintahan yang ada karena adanya pengabaian prosedur, 

penyedotan sumber daya dan adanya pejabat yang diangkat bukan 

karena faktor prestasi. Korupsi sekaligus juga menurunkan 

legitimasi pemerintah dan nilai-nilai demokrasi. Disektor ekonomi 

korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dimana pada sektor 

privat, korupsi meningkatkan biaya karena adanya pembayaran 

illegal dan resiko pembatalan perjanjian atau karena adanya 

penyidikan.  

Meski begitu, ada juga yang menyatakan bahwa korupsi 

mengurangi biaya karena mempermudah birokrasi yaitu adanya 

sogokan menyebabkan pejabat membuat aturan baru dan hambatan 

baru. Dengan demikian, korupsi juga bisa mengacaukan dunia 

perdagangan. Perusahaa- perusahaan yang dekat dengan pejabat 

dilindungi dari persaingan, hasilnya perusahaan-perusahaan 

menjadi tidak efisien. 

 



44 | P a g e  
 

D. Sikap Anti Korupsi yang Harus Dibangun 

Agar memperbaiki kualitas bermasyarakat dengan 

mencegah korupsi itu sendiri adalah dengan mengetahui dan 

mempraktekkan sikap anti korupsi ini secara langsung di kehidupan 

masing-masing untuk kedepannya, diantara nya adalah: 

1.  Jujur dalam segala hal 

 Salah satu hal yang sangat penting didalam moral 

bermasyarakat adalah kejujuran. Orang yang jujur sangat 

dihargai dan di percaya dalam segala hal yang dilakukan, jika 

tidak jujur akan sangat merugikan diri sendiri bahkan orang 

lain. 

2. Disiplin sesuai aturan yang berlaku 

Patuh dan konsisten dalam melakukan atau segala sesuatu 

aturan. Hal itu juga salah satu cara terbaik untuk bisa 

menghormati peraturan yang sudah dibuat dan sah. 

3. Bertanggung jawab 

Dalam segala hal di perlukan dalam hal kecil maupun hal 

besar apapun akan diberikan sanksi besar atau kecil adalah 

tanggung jawab. Hal itu sangat wajib di lakukan masyarakat 

agar bisa menjaga apa yang sudah dilakukan. 

4. Peduli kepada sesama 

Salah satu hal sikap dan tindakan yang sangat penting, 

bukan untuk merugikan sesame melainkan peduli kepada 

sesama. Sikap seperti itu sangat dibutuhkan masyarakat dan 

lingkungan sekitar. 

5. Berani berlaku adil 

Dengan berani dalam berlaku adil dalam segala hal, adalah 

salah satu cara untuk bisa mencegah korupsi pada masyarakat 
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sekitar, keuntungannya sangat banyak terutama tidak 

merugikan orang lain 

6. Memperkuat sistem anti korupsi  

Memperkuat dengan mendesain ulang layanan publik 

terutama pada berhubungan dengan kegiatan pelayanan 

masyarakat dan memperkuat transparansi, pengawasan sanksi 

korupsi pada masyarakat. 

 

E. Perilaku Perundungan 

 
Fenomena perundungan memang sudah tidak asing lagi 

terdengar di lingkungan masyarakat. Di zaman sekarang yang 

disebut dengan zaman milenial, masih banyaknya kasus 

perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia, 

bahkan sejak usia anak-anak pun sudah mengenal perilaku 

perundungan.  

 

Seperti tidak ada habisnya, kasus perundungan juga dapat 

mengakibatkan korban perundungan meninggal dunia karena 

dianiaya ataupun bunuh diri karena tidak kuat menanggung 

tindakan perundungan yang dialami. Perundungan merupakan 

tindak kekerasan yang terdiri dari kekerasan fisik dan kekerasan 

perkataan yang dilakukan berulang-ulang sehingga dapat menyakiti 

orang lain. 

Bentuknya bisa bersifat fisik, seperti memukul, menampar, 

dan memalak. Bersifat verbal, seperti memaki, menggosip dan 

mengolok-olok, serta bentuk secara psikologi, seperti 

mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan dan mendiskriminasi. 

Perundungan berkaitan dengan kekerasan, penindasan, dan 

intimidasi, hal tersebut tidak terjadi jika individu mampu 

mengendalikan dan mengelola emosi, memahami diri sendiri, 

bersikap empati, serta tidak ada perasaan dendam atau iri terhadap 

orang lain. (Astuti, 2015) ¹ 
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F. Dampak-Dampak Perundungan 

 
Tindakan perundungan dapat memberikan dampak negatif 

terhadap korban. Remaja yang menjadi korban perundungan 

memiliki risiko untuk mengalami berbagai macam gangguan 

kesehatan. (Zakiyah et al, 2017) ² 

 

Dampak dari perundungan ini dapat mencakup berbagai aspek 

yang dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis korban. 

Kemudian, dari tindakan tersebut membuat anak mejadi kesulitan 

untuk meningkatkan kemampuan yang ada pada dirinya. Remaja 

akan mengalami perasaan cemas, kesulitan untuk tidur, merasa 

rendah hati, dan kurang percaya diri. 

 

Dampak lain yang dirasakan oleh korban yaitu korban menjadi 

membatasi dirinya dengan lingkungan sosial. Kondisi tersebut 

tentunya membuat interaksi sosial individu tidak dapat berjalan 

dengan semestinya, sehingga perlunya upaya untuk membantu 

meningkatkan kepercayaan diri anak agar ia mampu untuk 

menjalankan tugas perkembangannya, mampu untuk menghadapi 

orang lain, serta mampu untuk menerima bantuan dari orang lain.  

Tindakan perundungan ini membuat korban menjadi tidak 

memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan ketika peristiwa 

tersebut terjadi. Korban juga merasa khawatir ketika melakukan 

perlawanan terhadap pelaku, maka dapat meningkatkan intensitas 

perundungan kepadanya.  

 

o Dampak psikologis: Korban perundungan sering mengalami 

dampak psikologis yang signifikan. Meraka juga mungkin 

mengalami kecemasan. depresi, setres, dan merasa rendah diri. 

Mereka juga dapat mengembangkan masalah seperti gangguan 

tidur, atau gangguan setres pascatrauma (PTSD). 

 

o Dampak emosional: Perundungan dapat menyebabkan korban 

merasa terisolasi, malu, dan putus asa. Mereka mungkin 

mengalami kemarahan, kesedihan, dan hilangnya minat dalam 

kegiatan yang sebelumnya mereka nikmat. Hal ini dapat 
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mempengaruhi kesejahteraan emosional mereka dalam jangka 

panjang. 

 

o Dampak sosial: Korban perundungan sering kali merasa 

kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat. Mereka 

mungkin menghindari interaksi sosial, merasa cemas dalam 

situasi sosial, atau kesulitan mempercayai orang lain. Hal ini 

dapat berdampak negative pada kehidupan sosial mereka dan 

menghambat perkembangan hubugan interpersonal yanag 

sehat. 

 

o Dampak akademik: Perundungan dapat mengganggu 

kemampuan korban untuk berkosentrasi, belajar, dan 

berpasitipasi dalm kegiatan akademik. Mereka mungkin 

mengalami penurunan kinerja akademik, patah tulang, atau 

cedera lainnya akibat tindakan fisik yang dilakukan oleh 

pelaku perundungan. 

 

o Dampak fisik: Dalam beberapa kasus, perundungan juga dapat 

berdampak pada cedera fisik. Korban mungkin mengalami 

luka memar, patah tulang, atau cedera lainnya akibat tindakan 

fisik yang dilakukan oleh pelaku perundungan. 

 

o Dampak jangka panjang: Dampak perundungan tidak hanya 

terbatas pada periode ketika perundungan terjadi. Korban 

perundungan juga dapat mengalami dampak jangka panjang 

seprti penurunan kepercayaan diri, gangguan hubungan 

interpersonal, kesulitan dalam mengatasi setres, dan resiko 

tinggi untuk mengalami perundungan atau kekerasan di masa 

depan.  Penting untuk memberikan dukungan dan bantuan 

kepada korban perundungan serta mengambil langkah-langkah 

pencegahan untuk mencegah perundungan. 
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G.  Aspek Perundungan 

Priyatna (2013) menjelaskan perundungan terbagi menjadi dua 

aspek yaitu sebagai berikut : 

a. Perundungan secara fisik contohnya menggigit, memukul, 

menendang, dan mengintimidasi korban di dalam ruangan, 

memelintir, menonjok, mendorong, mencakar, meludahi 

dan merusak barang-barang atau benda-benda milik korban. 

b. Perundungan secara non-fisik dibadakan menjadi 2 yaitu 

verbal dan non-verbal. Perundungan verbal contohnya 

panggilan yang meledak, pemalakan, pemerasan, 

mengancam atau intimidasi, menghasut, berkata jorok pada 

korban, berkata menekan, menyebarluaskan kejelekan 

korban. Kemudian perundungan non-verbal, terbagi lagi 

menjadi langsung dan tidak langsung. Contohnya, 

mengasingkan, tidak mengikuti sertakan, curang, sembunyi-

sembunyi. Perundungan non-verbal langsung, contohnya 

gerakan anggota badan (tangan, kaki, dll) kasar atau 

mengancam atau menakuti. 

Sedangkan perilaku perundungan menurut Rigby (2016) 

mengemukakan empat aspek antara lain yaitu: 

a. Bentuk fisik yaitu menendang, memukul dan menganiaya 

orang yang dirasa mudah dikalahkan dan lemah secara fisik. 

b. Bentuk verbal yaitu menghina, menggosip, dan memberi 

nama ejekan pada korbannya. 

c. Bentuk isyarat tubuh yaitu mengancam dengan gerakan dan 

gertakan. 

d. Bentuk berkelompok yaitu membentuk koalisi dan 

membujuk orang untuk mengucilkan seseorang. 

H.  Faktor Penyebab Perundungan 

Beberapa faktor penyebab terjadinya perundungan pada 

remaja. Perjalanan seorang anak menjadi remaja pelaku agresi 

cukup komplek, dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor 

biologis, psikologis, dan sosiokultural.  
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Pertama, secara biologis, ada kemungkinan, bahwa beberapa anak 

secara genetik cenderung akan mengembangkan agresi dibanding 

anak lain.  

Kedua, secara psikologis, anak yang agresif kurang memliki 

kontrol diri dan sebenarnya memiliki keterampilan sosial yang 

rendah ; anak-anak ini memiliki perspektif yang rendah, empati 

kepada orang lain yang tidak berkembang, dan salah mengartikan 

sinyal atau tanda-tanda sosial. 

Ketiga, faktor pubertas dan krisis identitas yang normal terjadi pada 

perkembangan remaja. Dalam rangkah mencari identitas dan ingin 

eksis, biasanya remaja lalu gemar membentuk geng. Dari relasi 

antar sebaya, ditemukan bahwa beberapa remaja menjadi pelaku 

perundungan karena” balas dendam” atas perlakuan penolakan dan 

kekerasan yang pernah dialami sebelumnya.  

Keempat, secara sosiokultural, perundungan dianggap sebagai 

wujud rasa frustasi akibat tekanan hidup dan hasil imitasi dari 

lingkungan orang dewasa tanpa sadar. Lingkungan memberikan 

referensi pada remaja bahwa kekerasan bisa menjadi cara 

pemecahan masalah. (Kurnia, 2020) 

Pasal 20 Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang 

tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelengraan 

perlindungan anak. Perlindungan hukum juga diakomodasi dalam 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi 

dan korban (Selanjutnya disingkat menjadi UU Perlindungan Saksi 

dan Korban). 

Pasal UU Perlindungan saksi dan korban mengatur bahwa 

anak korban perundungan turut memperoleh perlindungan atas 

keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari 

ancaman yang berkenan dangan kesaksian yang akan, sedang, atau 

telah diberikannya. Selain itu, dalam pasal yanag sama diperoleh 

hak untuk informasi mengenai perkembangan kasus dan informasi 

mengenai putusan pengadilan. 
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I. Kekerasan seksual 

 
Kekerasan seksual adalah perbuatan yang dilakukan guna 

memperoleh tindakan seksual maupun tindakan yang berarah pada 

seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksa tanpa 

memandang status hubungan antara pelaku dengan korban (WHO). 

Kekerasan seksual terbagi menjadi tiga yaitu, verbal request 

(permintaan secara verbal) berupa ancaman, pemaksaan hubungan 

seksual dan permintaan hubungan seksual yang berulang-ulang.  

 

Kedua yaitu komentar verbal berupa ucapan ataupun humor 

yang ditujukan secara langsung yang berkonotasi seksual. Ketiga 

yaitu tindakan yang dilakukan secara non-verbal berupa pelecehan 

seksual, tindakan yang disertai kekerasan, serta menyentuh bagian-

bagian seksual.Kebanyakan pelaku dari kekerasan seksual adalah 

orang yang dekat bahkan dikenali oleh korban serta sebagian besar 

pelaku berjenis kelamin pria.  

 

Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi 

depresi, gangguan stress pasca trauma, kegelisahan, gangguan 

makan, rasa rendah diri yang buruk.Gangguan psikologis yang 

umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan 

perilaku seksual, maslah pada sekolah/belajar dan masalah peilaku 

termasuk penyalahgunaan obat terlarang,perilaku menyakiti diri 

sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan 

bunuh diri. 

 

Banyak korban dari kekerasan seksual yang memilih diam 

serta tidak melapor dikarenakan korban merasa malu, merasa 

bersalah, menyalahkan diri sendiri dan takut dikucilkan sehingga 

korban memerlukan keberanian untuk bercerita dengan orang lain 

sekalipun dengan orang terdekatnya, padahal dengan bercerita 

dapat membantu korban untuk melewati rasa malu dan kerahasiaan 

yang membuat korban merasa terkucilkan. 
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J. Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Seksual 
Peranan lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi, 

secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pertama, 

kebijakan perlindungan anak, artinya dalam mendampingi korban 

kekerasan seksual, mendorong pemerintah daerah untuk 

mengembangkan peraturan-peraturan daerah untuk mewujudkan 

pemenuhan hak-hak terhadap anak. 

Kedua, pendampingan anak diberikan: 

a) Pendampingan langsung dan perlindungan tidak langsung 

terhadap anak  yang sedang berhadapan dan terlibat dalam 

hukum, 

b) Memberikan konseling serta pelayanan kesehatan bagi anak 

dan perempuan yang menjadi korban kekersan.  

 

Pendampingan merupakan sebagai suatu strategi yang umum 

digunakan oleh pemerintah, pengacara, dan lembaga swadaya 

masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara yang sedang 

dihadapi oleh anggota masyarakat. Pendampingan yang dilakukan 

terhadap korban kekerasan seksual didasarkan oleh Peratusan 

Mentri Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 

Mengenai Mekanisme Upaya Penanganan Anak Korban 

Kekerasan. 

 

K. Faktor-Faktor Kekerasan Seksual 
1. Pengaruh teman sebaya terhadap kejadian kekerasan 

Teman sebaya memiliki pengaruh terhadap kejadian 

kekerasan dalam hubungan remaja, hal ini menjadi pemicu 

kekerasan dalam hubungan remaja terjadi, karena remaja merasa 

ingin diperhatiin selain dari orang tua. 

Teman sebaya memiliki peran penting yaitu sebagai sumber 

informasi mengenal dunia luar keluarga, sumber kognitif 

(pemecahan masalah dan perolehan pengetahuan). 

Adanya keterlibatan teman sebaya dalam kejadian 

kekerasan dalam hubungan rekaja yang dialami remaja, karena 

kurang mendapat kasih sayang dan perhatian orang tua, maka 

remaja mencari perhatian dari luar rumah seperti di dalam 

kelompok teman-temannya. 
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  2. Pengaruh media sosial terhadap kejadian kekerasan 

      Keterpaparan informasi media sosial memiliki pengaruh 

terhadap kekerasan dalam hubungan remaja. Hal ini sesuai dengan 

Ref [13] bahwa media masa, TV, film dapat memberikan 

kontribusi terhadap munculnya perilaku agresif terhadap pasangan.  

 

Tayangan kekerasan yang sering muncul dalam program 

siaran televisi maupun adegan seksual dalam film tentu dapat 

memicu tindakan kekerasan terhadap pasangan. Namun 

perkembangan media internet lebih berpengaruh akhir-akhir ini di 

kalangan remaja. Terbukti bahwa 80% pengguna media sosial 

(medsos) merupakan remaja. (Pratiwi, A. 2020) 

3. Pengaruh pengetahuan terhadap kejadian kekerasan 

    Tingkat pengetahuan tinggi yang mereka miliki tidak sesuai 

dengan pola hubungan yang mereka jalani. Sebuah tindakan 

kekerasan, apabila sering mereka lihat dan terjadi di lingkungan 

sekitar mereka, maka lama kelamaan tindakan kekerasan itu 

berkembang dalam sebuah kewajaran sehingga remaja menjadi 

tidak menyadari lagi tindakan tersebut adalah sebuah tindakan 

kekerasan dan akhirnya melakukan tindakan tersebut.  

4. Pengaruh keluarga terhadap kejadian kekerasan 

Peran keluarga memiliki pengaruh terhadap kekerasan dalam 

hubungan remaja. Hal ini sesuai dengan Ref (17) yang menyatakan 

yang termasuk pola asuh permissive adalah sikap acceptance nya 

tinggi, namun kontrol terhadap anak rendah dan juga memberikan 

kebebasan terhadap anak untuk mendapatkan semua yang 

diinginkannya.  

 

L. Edukasi Seks Pada Remaja 

 
Pentingnya edukasi seks pada remaja berpendapat bahwa 

tingkat pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan tentang 

kesehatan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam 

mempengaruhi pikiran seseorang. Seorang yang berpendidikan 

ketika menemui masalah akan berusaha memecahkan masalah 

tersebut sebaik mungkin. Melalui proses pendidikan yang 

melibatkan serangkaian aktivitas, maka seorang individu akan 
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memperoleh pengetahuan, pemahaman, keahlian dan wawasan 

yang lebih baik termasuk dalm hal pengetahuan dan sikap atas 

informasi. 

 

Edukasi dapat berupa lecture dengan media power point dan 

penayangan video. Pemberian edukasi harus diberikan dikarenakan 

pada saat ini, menurut data yang diambil dari survei kesehatan 

reproduksi remaja di indonesia pada tahun 2010, pengetahuan 

mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas dikalangan remaja 

masih terbilang rendah. Sangat sedikit sekolah yang mengedukasi 

muridnya mengenai consent, seksualitas, dan isu-isu sensitif 

berkaitan dengan gender. 

 

Disinilah pentingnya pemberian pendidikan seksual pada 

remaja. Ketika remaja indonesia sudah mulai mengerti bagaimana 

bentuk-bentuk kekerasan seksual maka mereka dapat melakukan 

tindakan proteksi diri. Kekerasan seksual memiliki dampak yang 

serius dan merusak, baik secara fisik maupun psikologis, pada 

korban. Berikut adalah beberapa dampak umum dari kekerasan 

seksual: 

1. Dampak fisik: Kekerasan seksual dapat menyebabkan berbagai 

cedera fisik, termasuk luka fisik, patah tulang, memar, dan luka 

genital. Korban juga berisiko terkena penyakit menular seksual 

(PMS), termasuk HIV/AIDS, sifilis, herpes, dan infeksi lainnya. 

2. Dampak psikologis: Kekerasan seksual dapat menyebabkan 

dampak psikologis yang serius pada korban. Mereka mungkin 

mengalami gengguan setres pascatrauma (PTSD), depresi, 

kecemasan, dan gangguan kecemasan sosial. Korban juga bisa 

mengalami perasaan malu, rasa bersalah, dan rendah diri yang 

mendalam. 

3. Dampak seksual: Kekerasaan seksual dapat mengganggu 

disfungsi seksual, kehilangan minat pada aktivitas seksual, dan 

mengembangkan kekuatan atau kecemasan yang berhubungan 

dengan interaksi seksual. 
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4. Dampak sosial dan hubungan: Kekerasan seksual bisa 

berdampak negatif pada hubungan sosial korban. Mereka mungkin 

mengalami isolasi sosial, kesulitan dalam mempercayai orang lain, 

dan menghindari interaksi sosial. Ini dapat mengganggu 

kemampuan mereka untuk menjalin dan mempertahankan 

hubungan yang sehat. 

5. Dampak pekerjaan dan pendidikan: Kekerasan seksual dapat 

mempengaruhi kinerja korban di tempat kerja atau pendidikan. 

Mereka mungkin mengalami absensi yang tinggi, penuruan 

produktivitasnya, kesulitan berkonsentrasi, dan kesulitan dalam 

mencapai potensi akademik atau karir mareka. 

6. Dampak jangka panjang: Kekerasan seksual dapat terus berlanjut 

dalam jangka panjang. Korban mungkin menghadapi tantangan 

dalam hubungan intim, mengatasi trauma, dan memulihkan 

kepercayaan diri. Mereka juga berisiko mengalami masalah 

kesehatan mental dan fisik yang berkelanjutan. 

Penting bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan 

dukungan, bantuan medis, dan dukungan psikologis yang tepat. 

Melaporkan kekerasan seksual kepada pihak berwenang dan 

mencari bantuan dari organisasi- organisasi yang mendukung 

korban kekerasan seksual adalah langkah penting memulihkan diri 

dan mencari keadilan. 
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BAB 6 

SEJARAH DAN HAKIKAT FILSAFAT PANCASILA 

 

A. Sejarah Filsafat Pancasila 

Filsafat yang dalam bahasa Arab falasifah, philosophy 

(Inggris), philosophia (Latin), philosophie (Jerman, Belanda, 

Inggris) berasal dari kata Yunani philosophia dan philosophos di 

mana Pythagoras dinobatkan sebagai orang yang pertama kali 

mengangkat kata itu.1 (Aminuddin, 2016)  

Philos artinya cinta dan Sophia maknanya kearifan: cinta 

kearifan. (Inggris: love of wisdom). Sophia ini dalam pemahaman 

Yunani, seperti dikatakan EE. Peteres yang dikutip The Liang Gie' 

maknanya bukan hanya berhenti sebatas kearifan, namun juga di 

dalamnya meliputi kebenaran pertama, pengetahuan luas, kebajikan 

intelektual, pertimbangan sehat sampai kepandaian pengrajin dan 

bahkan kecerdikan dalam memutuskan persoalan-persoalan praktis. 

Orang yang berfilsafat dikatakan filsuf atau filsuf artinya pecinta 

kearifan, tak pernah mengenal akhir dalam mencari keutamaan 

mental (the pursuit of mental excellence). Kata philosofia dalam 

bahasa Indonesia menjadi filsafat. Jadi, dalam proses 

pengalihbahasan ke dalam bahasa kita ada proses penggabungan 

dari kata Barat fil dan safat dari bahasa Arab. (Gie, 2014, hal. 91)2  

Filsafat Pancasila adalah suatu pemahaman dan interpretasi 

filsafat yang mengacu pada dasar dan nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila, yaitu ideology dasar negara Republik Indonesia. 

Filsafat Pancasila memiliki tujuan untuk menjelaskan dasar-dasar 

pemikiran Pancasila, memberikan landasan teoritis, dan 

memperkuat legitimasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 

(Gie, 2014, hal. 9)  

Sejak itu, Pancasila menjadi dasar filosofis dan ideologis negara 

Indonesia. Filsafat Pancasila terus dikembangkan melalui 

pemikiran dan penelitian oleh para cendekiawan dan intelektual 

Indonesia. Filsuf seperti Prof. Dr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. M. 

Natsir, dan Prof. Dr. Soediman Kartohadiprodjo adalah beberapa 
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tokoh yang memberikan sumbangsih dalam mengembangkan 

pemahaman dan aplikasi filsafat Pancasila.8 (Irwan Gesmi & Yun, 

2018, hal. 57) 

 

B. Hakikat Filsafat Pancasila 

 Hakikat filsafat Pancasila merupakan inti atau esensi dari 

pemahaman dan pengaplikasian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar 

negara Republik Indonesia. Filsafat Pancasila mengacu pada 

prinsip-prinsip dasar yang mendasari negara dan pemerintahan 

Indonesia.9 (Djumhana, Bandung, hal. 63) Ada beberapa aspek 

yang menjadi hakikat filsafat Pancasila, antara lain: 

1. Kebhinnekaan: Hakikat Pancasila adalah menghargai dan 

menerima keberagaman dalam segala aspek kehidupan, baik 

suku, agama, ras, dan adat istiadat. Prinsip ini mencerminkan 

semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang 

menjadi ciri khas bangsa Indonesia.  

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab: Hakikat Pancasila 

menegaskan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi 

manusia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga Negara 

memiliki hak yang sama dan layak mendapatkan perlindungan 

dan kesejahteraan.10 (Kamayana, 2014, hal. 75) 

3. Musyawarah dan mufakat: Pancasila mengutamakan 

pendekatan demokratis dalam pengambilan keputusan. 

Hakikatnya adalah menjunjung tinggi nilai musyawarah dan 

mufakat sebagai prinsip dasar dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

4. Keadilan sosial: Hakikat Pancasila adalah mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini 

menuntut adanya distribusi yang merata dalam pemanfaatan 

sumber daya dan kesempatan yang adil bagi semua warga 

negara.11 (Kamayana, 2014, hal. 76) 

5. Ketuhanan yang Maha Esa: Pancasila mengakui keberadaan 

Tuhan Yang Maha Esa. Hakikatnya adalah menghargai 

keberagaman agama dan keyakinan, serta membangun 

kerukunan antarumat beragama dalam bingkai Negara 



57 | P a g e  
 

Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat filsafat Pancasila 

mencerminkan semangat persatuan, keadilan, dan 

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dalam 

Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan hukum, kebijakan 

pemerintah, dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di 

Indonesia. (Kamayana, 2014, hal. 76) 

Filsafat Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan 

UUD 1945, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam 

struktur negara, sistem pemerintahan, serta hak dan kewajiban 

warga negara. Filsafat Pancasila juga menjadi pedoman dalam 

menjalankan pemerintahan, Pembangunan nasional, dan mencapai 

tujuan Negara Indonesia dalam mewujudkan keadilan, persatuan, 

dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.12 (Sudrajat, 2020, 

hal. 60) 

Sebelum Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 

oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), nilai-nilai 

kearifan lokal diatas telah menjadi pandangan hidup dalam 

kehidupan sehari-hari.14 Nilai- nilai tersebut diangkat dan 

dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan 

sebagai dasar filsafat Negara Indonesia. (Suryadi, 2018, hal. 45)  

Pancasila itu sendiri bersumber dari nilai-nilai kerifan lokal 

yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat sejak dahulu kala. 

Pola-pola yang telah ada di tengah-tengah masyarakat yang 

berbeda-beda memancarkan falsafah Pancasila. Soekarno mengakui 

bahwa dia bukanlah pencipta Pancasila, ia hanya sekadar penggali 

dan peramu. Baginya Pancasila adalah ciptaan dari bangsa 

Indonesia sendiri yang ada dalam lubuk hati yang paling dalam dan 

sebagian masih diamalkan sampai sekarang, sebagian lagi 

terpendam selama lebih dari 350 tahun karena penjajahan. 

(Soedirman, 2013, hal. 122)  

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka untuk memahami 

Pancasila secara lengkap dan utuh terutama dalam kaitannya 

dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman 

sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu 
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bangsa dan negara yang berdasarkan suatu asas hidup bersama 

demi mencapai kesejahteraan hidup bersama, yaitu negara yang 

berdasarkan kepada Pancasila.17 (Alamsyah, 2019, hal. 78)  

Nilai essensial yang terkandung dalam Pancasila tersebut 

yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, serta 

Keadilan, dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh 

bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum berdirinya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.18 (Suwito, 2021, hal. 67)  

Proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini 

melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman 

batu kemudian timbulnya kerajaan- kerajaan pada abad ke- IV, 

pada abad ke- V, kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah 

mulai nampak pada abad ke- VII, yaitu ketika berdirinya kerajaan 

Sriwijaya dibawah naungan Wangsa Syailendra di daerah 

Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian kerajaan Airlangga dan 

Majapahit di daerah Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya. 

Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modem dirintis oleh para 

pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan 

oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908, 

kemudian pada tahun 1928 dicetuskanlah sumpah pemuda.19 

(Suwito, 2021, hal. 68)  

 

C. Nilai Sila-Sila Dalam Pancasila Sebagai Kesatuan Sistem 

Filsafat 

Dari pemaparan seebelumnya kita telah membahas 

bagaimana tiap-tiap sila sebagai bagian-bagian sebagai pembentuk 

sistem filsafat Pancasila dimaknai. Dari pemaknaan tersebut kita 

juga mendapatkan gambaran bahwa sebagai bagian pembentuk 

sistem tiap-tiap sila tersebut mempunyai nilai dan fungsinya 

sendiri-sendiri.20 (Kaelan, Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila, 

2013, hal. 87)  

Kaelan menjelaskan bahwa sebagai sebuah satu kesatuan, 

Sila-sila dalam Pancasila bersifat Organis, Hierarkhis dan 

berbentuk Piramidal, saling mengisi dan saling mengkualifikasi. 
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Sifat organis yang dimaksud adalah dikarenakan sejatinya Silasila 

dalam Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia 

monuplaris yang merupakan kesatuan organis. Bersifat hierarkhis 

yang dimaksud adalah bahwa sila yang berada di posisi atas 

menjadi dasar terhadap sila-sila yang posisinya ada di bawahnya.21 

(Kaelan, Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila, 2013, hal. 88) 

Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai tertinggi Yang 

menjiwai kesemua sila yang ada dalam Pancasila. Nilai ini 

kemudian melahirkan nilai-nilai dalam Sila-sila secara berurutan. 

Nilai Kemanusiaan yang adil beradab berasal dan dijiwai oleh 

nilai-nilai Ketuhanan yang kemudian melahirkan nilai Persatuan, 

karena tidak ada persatuan tanpa kita memanusiakan manusia 

seseuai dengan derajat kemanusiaannya. Kita dapat bersatu karena 

perasaan sama, sama- sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nilai 

Persatuan menjiwai nilai Permusyawaratan dan Perwakilan.22 

(Kaelan, Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila, 2013, hal. 89) 

Sebuah Permusyaratan bukanlah musyawarah tanpa didasari 

nilai persatuan. Musyawarah tanpa nilai persatuan sebenarnya 

hanyalah ajang pertarungan dan pemaksaan kepentingan masing-

masing golongan. Selanjutnya, tujuan akhir dari musyawarah 

adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia.23 (Kaelan, Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila, 

2013, hal. 90) 

Lebih lanjut sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa 

suatu system sebagai bagian-bagian ySebagai sebuah sistem 

filsafat, maka Pancasila harus dapat diterakan ke dalam semua 

aspek kehidupan berbanngsa dan bernegara. Untuk hal tersebut 

pembahasan pada bagian selanjutnya adalah mengenai Bagaimana 

Pancasila sebagai sistem filsafat diterapkan dalam segala aspek 

kehidupan berbangsa dan bernegara.24 (Indrawan, 2020 hal. 90) 

D. Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara 

Sebagai dasar filsafat (Philoshofische grondslag) negara, nilai 

Pancasila harus dapat dijabarkan dan diterapkan ke dalam setiap 

aspek kehidupan bernegara. 
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Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi 

bagi negara dan tertib hukum Indonesia.25 (Indrawan, 2020, hal. 

91) 

 Hal itu dapat dirinci sebagai berikut:  

1. Pancasila merupakan dasar filsafat Negara (asas kerokhanian 

negara), pandangan hidup dan filsafat hidup.  

2. Di atas basis (dasar) itu berdirilah Negara Indonesia, dengan 

asas politik Negara (kenegaraan) yaitu berupa Republik yang 

berkedaulatan rakyat.  

3. Kedua-duanya menjadi basis penyelenggaraan Kemerdekaan 

Kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan 

negara sebagaimana tercantum dalam hukum positif Indonesia, 

termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.  

4. Selanjutnya di atas Undang-Undang Dasar (yaitu sebagai 

basis) maka berdirilah bentuk susunan pemerintahan dan 

keseluruhan peraturan hukum positif yang lainnya, yang 

mencakup segenap bangsa Indonesia dalam suatu kehidupan 

bersama yang berasas kekeluargaan.  

2. Segala sesuatu yang disebutkan di atas adalah demi 

tercapainya tujuan bersama yaitu tujuan bangsa Indonesia 

dalam bernegara tersebut, yaitu kebahagiaan bersama, baik 

jasmaniah mapun ruhaniah.26 (Indrawan, 2020, hal. 92)  

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa seluruh aspek 

penyelenggaraan negaramerupakan penjelmaan dari nilai-nilai 

Pancasila sebagai dasar filsafat negara. 

 

E. Fungsi Filsafat Pancasila  

Agar kita mengetahui fungsi filsafat Pancasila, perlu dikaji ilmu-

ilmu yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang diikat oleh filsafat.27 (Simarmata, 2016, hal. 77)  

1. Memberikan jawaban atas pertanyaan fundamental dalam 

kehidupan bernegara. Ternyata segala aspek berkaitan erat 

dengan kehidupan dan kelangsungan hidup negara. Oleh 



61 | P a g e  
 

karena itu, fungsi Pancasila sebagai filsafat harus memberikan 

jawaban mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara, yaitu 

dalam susunan politik, sistem politik, bentuk negara, susunan 

perekonomian dan dasar-dasar pengembangan ilmu 

pengetahuan. Semua tadi harus dapat dijelaskan oleh filsafat 

Pancasila.  

2. Mencari kebenaran tentang hakikat negara, ide negara, tujuan 

negara. Dasar negara kita ada lima dasar, yang satu sila dengan 

sila lainnya saling berkait. Kelimanya merupakan kesatuan 

utuh, dan tidak terbagi dan tidak terpisahkan. Saling memberi 

arah dan dasar kepada sila yang lainnya. Oleh karena itu, 

Pancasila sebagai dasar negara mampu menjawab pertanyaan 

tentang “hakikat negara”.28 (Simarmata, 2016, hal. 79)  

3. Berusaha menempatkan dan menjadikan perangkat dan 

berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan 

bernegara. Fungsi filsafat akan terlihat jelas, kalau dinegara itu 

sudah berjalan teratur. Contohnya, di dunia Barat yang liberal, 

kita menemukan pengembangan ilmu yang didasarkan pada 

tujuan pengembangan liberalism.  

 

F. Tujuan Filsafat Pancasila  

Berikut dibawah ini merupakan tujuan dari filsafat pancasila, 

yaitu:  

1. Untuk dapat menciptakan bangsa yang religius serta patuh 

kepada Allah SWT.  

2. Menjadi sebagai bangsa yang menjaga ketentraman dan 

keadilan baik secara social atau ekonomi.29 (Soeswarsono, 

2018, hal. 97)  

3. Untuk menjadi bangsa yang saling menghormati hak asasi 

manusia, untuk mampu dan dapat berada di dalam kaitannya 

HAM dengan nilai Pancasila sebagai dasar negara ini.  

4. Untuk mampu menciptakan suatu bangsa yang menjunjung 

tinggi nilai demokrasi.  
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5. Menjadi negara nasionalis serta cinta terhadap tanah air 

Indonesia. 30 (Soeswarsono, 2018, hal. 98)  

Dengen demikian, Filsafat Pancasila bertujuan untuk 

membentuk masyarakat Indonesia yang religius, adil, demokratis, 

dan mencintai tanah airnya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

Pancasila sebagai landasan yang kuat. Tujuan-tujuan tersebut 

berkontribusi pada pembentukan identitas dan karakter bangsa 

Indonesia yang berkualitas, menjaga harmoni sosial, serta 

mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang beradab dan sejahtera.  

G. Manfaat Filsafat Pancasila 

Adapun beberapa manfaat filsafat pancasila secara umum yaitu 

sebagai berikut.  

1. Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila:  

Filsafat Pancasila membantu individu memperoleh 

pemahaman yang mendalam tentang nilai- nilai yang 

terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, 

persatuan, demokrasi, kemanusiaan, dan ketuhanan yang 

maha esa. Hal ini membantu individu dalam menghayati 

dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-

hari.31 (Soeswarsono, 2018, hal. 99)  

2. Penguatan Identitas Nasional:  

Filsafat Pancasila membantu memperkuat kesadaran identitas 

nasional dan cinta terhadap tanah air Indonesia. Dengan 

memahami danmenginternalisasi nilai-nilai Pancasila, 

individu dapat mengembangkan rasa tanggung jawab 

terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa. 

3. Pembentukan Karakter dan Etika:  

Filsafat Pancasila berperan dalam membentuk karakter dan 

etika individu. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, 

toleransi, gotong royong, dan menghormati hak asasi manusia 

yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi pedoman 
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dalam perilaku dan interaksi sosial yang baik.32 

(Soeswarsono, 2018, hal. 100) 

4. Pemupukan Kehidupan Demokratis:  

Filsafat Pancasila mendorong pemupukan kehidupan 

demokratis dengan nilai-nilai partisipasi, musyawarah, dan 

konsensus. Ini membantudalam pembentukan masyarakat 

yang berlandaskan keadilan sosial dan menghormati hak-hak 

individu. 

5. Pembangunan Masyarakat Harmonis:  

Filsafat Pancasila bertujuan untuk menciptakan masyarakat 

yang adil, harmonis, dan berkeadilan sosial. Dengan 

mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari- 

hari, individu dapat berkontribusi pada terciptanya 

lingkungan sosial yang saling 

menghormati, menjaga perdamaian, dan mengurangi 

kesenjangan sosial.33 (Soeswarsono, 2018, hal. 101)  

Maka dari itu, Filsafat Pancasila memberikan manfaat yang 

signifikan bagi individu dan masyarakat secara umum. Melalui 

pemahaman yang mendalam tentangnilai-nilai Pancasila, individu 

dapat menghayati dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini berkontribusi pada pembentukan 

karakter dan etika yang baik, serta memperkuat kesadaran identitas 

nasional dan cinta terhadap tanah air. Selain itu, filsafat Pancasila 

juga mendorong pembangunan masyarakat yang demokratis, 

harmonis, dan berkeadilan sosial. 
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BAB 7 
HAKIKAT DEMOKRASI 

 

A.  Sejarah Demokrasi  

Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiranYunani tentang 

hubungan negara dan hukum, yang dipraktikan antara abad ke-6 

SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang dipraktikan pada masa 

itu berbentuk demokrasi langsung. Pada masa itu masyarakat yang 

mempunyai hal politik berkumpul di suatu tempat untuk 

membicarakan masalah yang ada di public sekaligus mengambil 

keputusan. Hal ini sudah tidak bisa dilaksanakan karena jumlah 

populasi manusia semakin bertambah banyak sehingga demokrasi 

mengalami perkembangan yaitu demokrasi tidak langsung atau 

menggunakan perwakilan (Saravistha & dkk, 2022, p. 77).  

Demokrasi pada awal kelahirannya belum banyak diminati. Hal 

tersebut dikatakan oleh Aristoteles bahwa demokrasi masih 

memerankan peran yang relative kecil pada masa itu. Secara umum 

dalam buku Plato yang berjudul Republik mengatakan bahwa pada 

waktu itu demokrasi dianggap sangat agresif serta tidak stabil 

bahkan cenderung mengarah pada tirani. Hal tersebut berbeda 

dengan ketika terjadi perang saudara yang ada di Inggris tahun 

Kepulauan Rodhe 1641 dan pada masa seputar perumusan 

konstitusi Amerika 1788. Meskipun demikian yang paling banyak 

menyumbangkan konsep demokrasi adalah pada tahun 1789 saat 

terjadi Revolusi Prancis. Hal itu menyebabkan istilah demokrasi 

menjadi kritik pada dominasi lembaga monarki yang ada di Eropa 

(Supardan, 2015).  

Titik awal dari demokrasi adalah pada saat berakhirnya perang 

dingin yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin. Di awal 

tahun 1990-an muncul era demokrasi yang baru. Hal tersebut 

seperti diingatkan oleh Carothers dan Saskia Brechenmache yang 

menyatakan bahwa di decade ini muncullah demokrasi liberal yang 

meruntuhkan rezim yang otoriter. Puncaknya demokrasi adalah 

yang melintasi sebagian besar dunia seperti Eropa Selatan, Anerika 

Latin, Asia, yangkemudian ke Afrika. Dengan demikian, 
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gelombang demokrasi mencapai puncaknya dan melakukan 

ekspansi yang hal ini belum pernah terjadi sebelumnya (Hobson, 

2015). 

B. Pengertian Demokrasi  

Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di 

Athena pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai 

contoh awal dari sebuah system yang berhubungan dengan hukum 

demokrasi modern. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu 

demos yang berarti rakyat, atau penduduk suatu tempat dan cratos 

atau cratein yang berarti kekuasaan, sehingga dapat diartikan 

sebagai kekuasaan rakyat. Gabungan dua kata tersebut mempunyai 

arti suatu system pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.  

Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau suatu 

bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang 

kedaulatannya. Melalui konteks budaya demokrasi, nilai-nilai dan 

norma-norma yang menjadi panutan dapat diterapkan dalam 

praktik kehidupan demokratis yang tidak hanya dalam pengertian 

politik saja, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan.  

C. Konsep Demokrasi 

Demokrasi sudah didiskusikan sekitar kurang lebih dua ribu 

ratus tahun yang lalu dan sampai saat ini masih menjadi polemik 

menarik perkembangan demokrasi praktik terus berjalan dinamis 

untuk menemukan pola-pola terbaiknya, menyesuaikan dengan 

khas ciri ciri local di mana demokrasi dipraktikkan, dan mencari 

jalan keluar terbaik atas masalah masalah yang dihadapi. Singkat 

kata, demokrasi sampai saat ini belum berhenti mencari bentuk 

yang terbaik dan lebih cocok untuk manusia, dan semua 

kepentingan (Sunarso, 2015, p. 38).  

Demokrasi memiliki banyak arti yang berbeda. Di zaman 

modern sekarang ini, demokrasi cenderung mengedepankan makna 

bahwa dalam konteks politik, kekuasaan tertinggi berada di tangan 

rakyat. Dalam wacana politik modern, demokrasi sering di pahami 
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sebagai apa yang dikatakan Abraham Lincoln pada tahun 1863, 

government of the people, by the people for the people. 

Ada berbagai istilah yang terkait dengan demokrasi, seperti 

demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi 

terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi 

soviet, demokrasi nasional, dan banyak lagi. Jenis konsep ini 

menggunakan istilah demokrasi yang menurut asalnya berarti 

rakyat. Memegang kekuasaaan atau government by the people 

pemerintahan oleh rakyat, yang dalam Bahasa Yunani “demos” 

berarti rakyat, “kratos/kratein” berarti kekuasaan/berkuasa. 

 D.  Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Aspek Bidang 

Kehidupan 

Demokrasi dalam politik, yang terpenting adalah penerapan 

demokrasi dalam kehidupan politik. Itu karena kehidupan politik 

dan sosial ekonomi saling mempengaruhi. Seseorang yang 

memiliki sifat terbuka dalam keluarga dan dengan tetangga, mka 

kebiasaan keterbukaan bisa dipertahankan saat menjadi 

politik/pemerintah. Dengan demikian, budaya demokrasi dalam 

kehidupan sehari-hari ditemukan dalam aktifitas manusia di 

berbagai bidang kehidupan. Ruang lingkup kehidupan manusia di 

mana kita bisa menemukan Kembali budaya demokrasi, misalnya 

dalam keluarga, di sekolah, masyarakat dan pemerintah.  

E. Perkembangan Demokrasi di Indonesia 

Dilihat dari segi waktu, perkembangan demokrasi di Indonesia 

terbagi menjadi empat periode, yaitu: 1) demokrasi parlementer 

(1945-1959), 2) demokrasi terpimpin (1960-1965), 3) demokrasi 

pancasila (1965-1998), 4) demokrasi reformasi (1998-sekarang), 

(Purnamawati, 2020). 

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959) 

Demokrasi pada periode ini dikenal dengan Demokrasi 

Parlamenter. Satu bulan pasca kemerdekaan Indonesia di 

proklamirkan, Indonesia mulai memberlakukan sistem demokrasi 
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parlementer. Hal ini kemudian diperkuat dalam UUD 1945 dan 

1950, meskipun dapat berjalan dengan baik di beberapa Negara 

lain, namun ternyata sistem demokrasi ini kurang serasi dengan 

Negara Indonesia,  

Sistem parlementer yang ditetapkan Undang Undang Dasar 

1950 berlaku dimana badan eksekutif terdiri dari Presiden beserta 

Menteri-menterinya yang memiliki tanggung jawab politik. Hal ini 

karena fragmentasi partai-partai politik, setiap kabinet yang 

berdasarkan koalisasi yang berkisar pada satu atau dua partai besar 

dengan beberapa partai kecil. Akibat dari koalisasi yang tidak 

berjalan dengan baik serta partai-partai koalisasi yang tidak segan-

segan untuk sewaktu-waktu menarik dukungannya, kabinet sering 

kali jatuh karena keretakan dalam kondisi sendiri (Purnamawati, 

2020, p. 255). 

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)  

Dominasi peran dari presiden, terbatasnya peranan partai 

politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan 

ABRI sebagai unsur sosial politik meruapakan ciri-ciri 

perkembangan demokrasi pada periode 1959- 1965. Pada periode 

ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi 

dalam praktik pemerintahannya. Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 

dapat dilihat sebagai suatu bentuk usaha untuk mencari jalan keluar 

dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang 

kuat. Dengan adanya dekret tersebut, kedudukan Presiden tidak 

hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala 

pemerintahan (Syarifuddin, 2021, p. 194). 

Terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan pada praktik 

demokrasi, terutama pada bidang eksekutif. Contohnya Presiden 

yang diberi kekuasaan untuk ikut campur tangan dalam bidang 

yudikatif berdasarkan Undang Undang No. 19/1964, dan di bidang 

legislatif berdasarkan Peraturan Presiden No. 14/1960 dalam hal 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai mufakat. 

Demokrasi terpimpin Soekarno bukanlah demokrasi yang 

sebenarnya, melainkan sebagai bentuk keotorieran. Bentuk system 



68 | P a g e  
 

demokrasi ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu sendiri. 

Gerakan 30 September PKI (G 30 S/PKI) telah mengakhiri periode 

ini dan membuka peluang untuk dimulainya masa demokrasi 

pancasila (Purnamawati, 2020). 

3. Demokrasi Pancasila (1965-1998) 

Periode 1965-1998 dikenal dengan Orde baru. Orde baru 

ialah istilah yang digunakan untuk memisahkan anara kekuasaan 

masa Soekarno (Orde lama) dengan masa Soeharto.Demokrasi 

pancasila terbentuk setelah redamnya G30S/PKI. Landasan formal 

periode ini yaitu pancasila, Undang Undang Dasar 1945, serta 

ketetapan-ketetapan MPRS. Maka dari itu demokrasi pada periode 

ini dikenal dengan Demokrasi Pancasila. Periode ini lahir dengan 

semangat yang mendasari ingin mengembalikan dan meluruskan 

pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 

secara konsekuen dan murni.  

Pada bulan Mei 1998 di Senayan terjadi pemberontakan oleh 

kelompok- kelompok yang menentang Presiden Soeharto dan orde 

baru. Gerakan ini dipelopori oleh mahasiswa dan juga para pemuda 

yang berhasil menduduki gedung MPR/DPR yang merupakan 

langkah awal lengsernya Presiden Soeharto dan orde baru. Gerakan 

ini mendapat dukunganyang semakin kuat oleh masyarakat dan 

mahasiswa di berbagai daerah. Melihat situasi politik seperti ini, 

akhirnya Presiden Soeharto memutuskan untuk mundur sebagai 

Presiden RI pada tanggal 20 Mei 1998. Mundurnya Presiden 

Soeharto menjadi pertanda berakhirnya masa orde baru yang 

kemudian akan dilanjutkan dengan masa reformasi 

(Prayitno:2019). 

 

F. Beberapa Konsep Penting Demokrasi 

1. Konsep Kewarganegaraan  

Kewarganegaraan adalah konsep yang sebenarnya belum 

berumur tua atau lama. Konsep ini dalam versi modernnya, 

berkembang bertahap dalam praktik, wacana atau rencana dan 
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pemikiran dari waktu ke waktu dengan pertumbuhan dan 

perkembangan bangsa dan pencarian bentuk hukum nasional yang 

lebih pasti, positivistic dan orang awam di Eropa Barat sejak abad 

ke-18. Konsep ini kemudian memperoleh rumusannya yang lebih 

pasti pada akhir abad ke-19 dengan terbentuknya dua Republik 

melalui dua revolusi, yaitu revolusi Amerika Serikat 1776, dan 

revolusi Perancis1789. 

2. Karakteristik Warga 

Ada karakteristik yang bertahan dalam konsep 

kewarganegaraan, dan konsep klasiknya tentang “citesein atau 

bourqeouise” (dalam kehidupan Negara kota abad pertengahan) 

dengan konsep barunya sebagai “citoyen dan citizen” (dalam 

kehidupan negara-bangsa lebih modern dan lebih ingklusit). 

Pertama, penduduknya orang bebas, dalam arti tidak terikat oleh 

aturan hidup orang-orang yang datang dari luar komunitas 

pemerintahan sendiri mereka, tetapi oleh kehendak bebasnya, yang 

hanya dapat dibatasi atas dasar persetujuan satu sama lain. Kedua, 

tongkat para penduduk mengaku dan mengakui persamaan dan 

derajat satu sama lain kesamaan martabat sesame manusia sangat 

mendalam setiap kegiatan sosial di ruang publik dan di kegiatan 

kehidupan bernegara diakui sebagai kegiatan kebijakan, sesuai 

dengan hak warga negara disebut hak manusia 

dasar. (Sunarso, 2015, p. 40)  

3. Masyarakat Warga (civil Society) Adalah bentuk masyarakat 

yang ideal di mana tidak ada diskriminasi di antara orang-orang 

yang berstatus “yang dipertuan”: dengan semua hak-hak 

khusus dan orang-orang berstatus “yang diperhamba” dengan 

segala macam beban kewajiban. Masyarakat warga adalah 

masyarakat ideal dimana kehidupan manusia diakui setara dalam 

berbagai hal pembagian hak dan kewajiban. Warga adalah rakyat 

kesetaraan, sama-sama berkebebasan, dan pemberdayaan yang 

setara. 

4. Political Citizenship Sebuah konsep yang menekankan 

pentingnya persyaratan untuk implementasinya keberadaan warga 
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negara sebagai makhluk politik yang tidak hanya berprestasi 

menjamin perlindungan hak tetapi juga menjamin penggunaannya. 

Hak warga negara, diakui sebagai hak dasar mereka berpartisipasi 

dalam setiap kegiatan politik. Dalam politik kewarganegaraan 

mengandung arti adanya tanggung jawab moral warga negara untuk 

tidak menyia- nyiakan hak asasi mereka. Hak tidaklah semestinya 

dibiarkan “menganggur” tanpa termanfaatkan. 

5. Social Citizenship Adalah konsep yang baru baru ini mulai 

dikenal luas dalam data perkembangan konsep welfare state. 

Menurut konsep ini, warga negara hak atas keamanan sosial-

ekonomi, yaitu menjamin kehidupan yang sejahtera. Di dalam 

realisasi konsep civil citizenship setiap warga negara akan 

menemukan dirinya sendiri yang beridentitas sebagai makhluk 

liberal yang hidup dalam suasana bebas guna mengembangkan 

kepribadian mereka sendiri. (Sunarso, 2015, p. 41) 

 

G. Nilai-Nilai Demokrasi 

Nilai (value) adalah suatu standard perilaku yang telah diyakini 

dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. 

Misalnya standard perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, 

keterbukaan, dan demokratis), (Zamroni, 2014, p. 34). Nilai 

demokrasi adalah toleransi dan rasa hormat perbedaan pendapat, 

pemahaman, dan persepsi tentang keberagaman dilingkungan 

sekolah, memilikikemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak 

mengganggu orang lain, ramah percaya diri tanpa mengandalkan 

diri sendiri dengan orang laindan menghormati peraturan yang 

berlaku disekolah (Zuriah, 2014, p. 45). Nilai demokrasi adalah 

nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi 

sebagai. 

 

4. Demokrasi Reformasi (1998-sekarang) 

Dengan berakhirnya pemerintahan orde baru dan lengsernya 

Soeharto sebagai Presiden yang kemudian digantikan oleh era 

reformasi. Soeharto digantikan oleh B.J Habibie dan menerapkan 
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reformasi. Sebagai presiden selanjutnya, B.J Habibie berhasil 

menciptakan era reformasi serta perkembangannya secara besar-

besaran di berbagai sektor. Dalam bidang pers misalnya, pada 

reformasi Habibie diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

1999 tentang Pers (Farisa, 2022). Demokrasi era reformasi 

menerapkan nilai-nilai pancasila didalamnya.  

Perkembangan demokrasi di Indonesia cukup panjang, 

dikarenakan menjaga stabilitas politik tidaklah mudah. Penerapan 

demokrasi tidak akan pernah berhenti berkembang. Untuk 

memastikan penerapan demokrsi berjalan dengan baik, refleksi 

sejarah perlu dilakukan. Dengan melakukan refleksi sejarah 

perkembangan demokrasi di Indonesia, masyarakat dapat 

memahami unsur-unsur yang menjadi titik lemah maupun kekuatan 

dari setiap sistem demokrasi yang diterapkan pada periode-periode 

tertentu. 

 

H. Faktor Penghambat Demokrasi di Indonesia 

Secara umum Indonesia telah melaksanakan asas-asas 

demokrasi seperti diadakannya pemilihan umum serta banyak 

berdirinya partai politik, meski demikian Indonesia masih dianggap 

kurang dalam menjalankannya, terlebih lagi di era reformasi 

sekarang. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat 

jalannya demokrasi di Indonesia, diantar 

 

I. Pelanggaran Demokrasi di Indonesia 

Demokrasi berhubungan dengan kedulatan yang berada di 

tangan rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi 

dalam negara. Indonesia yang menganut sistem demokrasi tidak 

terlepas dari berbagai pelanggaran-pelanggaran demokrasi, 

meskipun telah terciptanya pembatasan yuridis yang dikenal 

dengan nama Rule of Law. Terdapat empat contoh kasus 

pelanggaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu: 1) money 

politic (politik uang), 2) Intimidasi, 3) Penggelembungan suara 

salah satu kandidat, 4) tragedi trisakti. (Adminyl, 2021) 
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1. Politik Uang (Money Politic)  

Politik uang sebagai the mother of corruption adalah 

persoalan utama dan paling sering terjadi di Inonesia. Politik uang 

merupakan upaya menyuap pemilih agar preferensi suara pemilih 

dapat diberikan kepada seorang penyuap. Politik uang selalu 

menyelimuti setiap penyelengaraan pemilu. Perilaku masyarakat 

yang cenderung lemah dalam mendapatkan informasi politik serta 

masalah ekonomi menjadi sasaran mudah untuk dijadikan alat 

(Aspinall & Sukmajati, 2015).  

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% masyarakat Indonesia 

menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% masyarakat 

Indonesia mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk 

tetap memilih mereka (Purnamasari, 2019). Kemudian survey dari 

Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menunjukkan bahwa 

42% mayarakat menganggap politik uang adalah hal yang wajar 

dan biasa saja, sedangkan 30% masyrakat menganggap prihatin dan 

28% menganggap masalah besar (Pemilu, 2019). 

2. Intimidasi 

Intimidasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

adalah tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang 

atau pihak lain untuk melakukan sesuatu. Intimidasi juga sering 

diartikan sebagai ancaman atau gertakan. Biasanya banyak oknum 

yang melakukan intimidasi agar mau memberikan suaranya kepada 

calon terkait.  

3. Penggelembungan Suara pada Satu Kandidat dalam 

Pemilu  

Kehilangan satu suara atau penggelembungan satu suara pun 

merupakan noda, bahkan cacat dalam proses rekapitulasi 

penghitungan pemilu. Ketika terjadi penggelembungan suara pada 

satu calon karena upaya rekayasa suara bukan hanya merugikan 

salah satu atau pasangan kandidat tetapi juga mencoreng prinsip 
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demokrasi yang dijunjung sebagai amanat dari konstitusi Negara 

UUD 1945. 

4. Tragedi Trisakti  

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, merupakan 

peristiwa dimana mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran 

ke gedung nusantara menuntut untuk turunnya Soeharto dari kursi 

Presiden. Peristiwa ini dilator belakangi oleh kondisi ekonomi 

Indonesia yang mulai tidak stabil pada awal 1998, yang 

terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1977-1999 

(Firmansyah, 2022).  

J. Menyikapi Pelaksanaan Demokrasi dengan Positif 

Sikap positif berarti sikap menerima atau mendukung. Sikap 

positif terhadap demokrasi berarti mendukung pelaksanaan 

demokrasi di Indonesia. Adapun caranya dengan menerapkan nilai-

nilai demokratis dalam kehidupan seperti mengutamakan 

musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kehidupan yang 

demokratis di Indonesia akan terwujud apabila pemerintahan dan 

masyarakat mempunyai sikap positif terhadap prinsip Negara 

demokrasi dan norma-norma dasar demokrasi. 

Harus ada sinergi di antara keduanya untuk mewujudkan 

kehidupan yang demokratis. Pentingkah Kehidupan Demokratis 

itu? Kehidupan demokratis akan menciptakan kehidupan bernegara 

yang teratur. Seluruh warga Negara memiliki kedudukan yang 

sama di depan hukum. Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif 

dalam pembuatan keputusan. Kebebasan yang dimiliki warga 

Negara dapat di pertanggung jawabkan (Indriyani, 2019, p. 29). 

K. Pengertian Sistem Pemerintahan 

Suatu sistem pemerintahan dapat dijelaskan sebagai suatu 

struktur di mana fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling 

terhubung, terkoordinasi, dan saling mempengaruhi. Dengan 

demikian, sistem pemerintahan adalah metode di mana badan-

badan negara bekerja bersama-sama. Menurut Jimly Asshidiqie, 
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sistem pemerintahan diartikan sebagai sistem hubungan antara 

lembaga-lembaga negara. Menurut Sri Soemantri, sistem 

pemerintahan adalah hubungan antara cabang legislatif dan 

eksekutif. Ismail Suny berpendapat bahwa system pemerintahan 

adalah suatu sistem khusus yang menggambarkan hubungan antara 

pengelolaan keuangan pemerintah tertinggi dalam suatu Negara.  

 

L.  Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik 

Semua tindakan atau tingkah laku yang berfungsi untuk 

mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik 

untuk mewujudkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan sehari-

hari disebut pemerintahan yang baik. Konsep pemerintahan yang 

baik merupakan konsep yang bersifat kolektif. Pengertian 

pemerintahan yang baik mencakup semua lembaga, baik 

pemerintah maupun non- pemerintah. Dalam praktik, pemerintahan 

yang bersih adalah jenis pemerintahan yang efisien, efektif, jujur, 

transparan, dan bertanggung jawab. Istilah "tata pemerintahan yang 

baik" mengacu pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.   

Mewujudkan good governance di Indonesia tidak dapat 

dipisahkan dari konsep negara demokrasi yang mendasari 

penyelenggaraan negara di sini. Konsep demokrasi menjadi salah 

satu fondasi utama bagi pemerintahan yang baik, karena 

pemerintahan dikatakan demokratis ketika melibatkan partisipasi 

aktif rakyat dalam pengambilan keputusan, melibatkan berbagai 

unit politik, dan menjalankan proses yang transparan. Dengan cara 

ini, rakyat dapat mengontrol dan berkontribusi melalui saluran-

saluran yang telah disediakan oleh sistem politik. 

 

M.  Sistem Pemerintahan Indonesia 

Pada awal kemerdekaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia 

menganut sistem pemerintahan presidensial (Nazara & Srifauzi, 

2023). Namun, seiring perkembangan waktu, negara ini tidak 

konsisten dalam menerapkan system tersebut. Pada akhir tahun 

1945, terjadi pergeseran sistem pemerintahan menjadi parlementer 
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dengan diterapkannya konstitusi RIS dan UUDS. Namun, setelah 

munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem pemerintahan 

Indonesia kembali ke sistem presidensial.  

 
 

 

  



76 | P a g e  
 

BAB 8 
GEOPOLITIK INDONESIA 

A. Pengertian Geopolitik 

Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya, Frederich Ratzel 

(1944-1904), diartikan sebagai ilmu bumi politik (Political 

Geography), Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih 

lanjut oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-

1946) menjadi Geographical Politic. Perbedaan kedua artian 

tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu Bumi Politik 

(Political Geography) mempelajari fenomena geografi dari aspek 

politik, sedangkan geopolitik (Geographical Politic) mempelajari 

fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan 

sebagai Ilmu Bumi Politik Terapan (Applied Political Geography). 

(Soerjowinoto, 2020) 

 

B. Teori Politik 

1. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen 

Pokok-pokok teori Kjellen dengan tegas menyatakan bahwa negara 

adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh 

pendapat Ratzel vang menyatakan bahwa negara adalah suatu 

organisme yang tunduk pada hukum biologi, sedangkan pokok 

teori Ratzer mencoba menerapkan metodologi biologi teori Evolusi 

Darwin yang sedang popular di Eropa pada akhir abad ke-l9 ke 

dalam teori ruangnya. 

Pokok-pokok teori Kjellen rnenyebutkan: 

Negara merupakan satuan biologis, suatu organism hidup, yang 

memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan 

ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya 

dapat berkembang secara bebas. 

Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, 

ekonomi politik, demo politik, dan krato politik (politik 

memerintah) 
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Negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan 

kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan 

nasionalnya: ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan 

yang harmonis dan ke luar untuk mendapatkan batas-batas negara 

yang lebih baik. Sementara itukekuasaan Imperium Kontinental 

dapat mengontrol kekuatan maritim. 

2. Teori Geopolitik Karl Haushofer 

Pokok-pokok teori Haushofer pada dasarnya menganut teori 

Kjellen dan bersifat ekspansionis serta rasial, bahkan dicurigai 

sebagai teori yang menuju kepada peperangan. Teori Haushofer 

berkembang di Jerman dan mempengaruhi Adolf Hitler. Teori ini 

pun dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang 

dilandasi oleh semangat materialisme dan fasisme. Inti teori 

Haushofer adalah: 

a. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. 

b. Kekuasaan Imperium Daratan dapat mengejar kekuasaan 

Imperium Maritim untuk menguasai pengawasan di laut. 

c. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan 

menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat (Jerman dan Italia) 

serta Jepang di Asia Timur Raya. 

d. Geopolitik adalah doktin negara yang menitikberatkan 

perhatian kepada soal strategi perbatasa 

Kekuatan suatu negara harus marnpu mewadahi 

pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografi yang 

diternpati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan makin besar 

kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Suatu bangsa dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum 

alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup 

terus dan berlangsung. Apabila ruang hidup negara sudah tidak 

dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat dipeluas dengan 

mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui 

jalan kekerasan atau perang. (Dalby, 1998) Pandangan Ratzel 

tentang geopolitik menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu (1) 
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berfokus pada kekuatan di darat (kontinental) dan (2) berfokus 

pada kekuatan di laut (maritim). 

C. Geopolitik Sebagai Suatu Ilmu 

Ilmu geopolitik adalah suatu pengetahuan yang mempelajari 

tentang potensi kehidupan, politik, strategi, dan geografi yang 

dimiliki suatu bangsa. Merupakan suatu ilmu yang berkaitan 

dengan filisofi dasar hubungan antar manusia dan geografi. 

Geopolitik berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang 

dipicu oleh perkembangan IPTEK.  

Geografi politik merupakan ilmu yang menempatkan geografi 

digunakan sebagai pembenaran dari suatu kebijakan/policy dalam 

mewujudkan tujuan politik. Jika politik diartikan sebagai kekuatan 

(power) serta kewenangan (rights) dan tanggungjawab 

(responsibilities) dalam rangka mencapai tujuan nasional. 1. Ruang 

Hidup Dalam Pemikiran Bangsa Indonesia  

Adanya hubungan antara manusia manusia, negara, ruang, hidup 

jika dilihat dari sudut pandang ideologi pancasila, tidak sama 

dengan negara liberal yang setiap manusia butuh negara, sedangkan 

negara butuh ruang hidup sehingga Frederick Ratzel dan Kjellen 

bahwa negara seperti organisme untuk hidup.  

Wawasan Nusantara terikat dalam uud 1945 antara lain:  

a. Ruang hidup bangsa terbatas diakui internasional.  

b. Setiap bangsa sama derajatnya, berkewajiban menjaga 

perdamaian dunia.  

c. Kekuatan bangsa untuk mempertahankan eksistensi dan 

kemakmuran rakyat. 

 

D. Otonomi Daerah 

1. Pengertian Otonomi Daerah 

 Istilah otonomi berasal dari kata Latin authos yang berarti 

“sendiri” dan nomos berarti “mengatur dan mengurus”. Beberapa 
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penulis memberi arti otonomi sebagai “zelwetgeving” atau 

pengaturan perundang-undangan sendiri atau pemerintahan sendiri. 

Pengertian otonomi berkaitan erat dengan pengertian sentralisasi 

dan desentralisasi kekuasaan. Sentralisasi adalah pola kenegaraan 

yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik, 

ekonomi, dan social di pemerintah pusat. (Sulisworo, Tri, & Arif, 

2012)  

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Dalam 

penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah 

terdapat beberapa bentuk atau ketentuan sebagai berikut:  

a. Dekonsentrasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 

dan atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu.  

b. Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat 

kepada daerah dan atau desa dan dari pemerintah provinsi kepada 

kabupaten/ kota. Otonomi Daerah diartikan sebagai hak, 

kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Sementara itu, Daerah Otonom- selanjutnya disebut Daerah- 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system 

NKRI. Arti penting otonomi daerah- desentralisasi: 

1)  Untuk terciptanya efisiensi-efektivitas penyelenggaraan 

pemerintah.  

Pemerintah berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan 

seperti bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, 

keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam 

negeri dll. Hal- hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara yang 
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sentralistik, dan pemerintah Negara menjadi tidak efisien dan tidak 

akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.  

2) Sebagai sarana pendidikan politik.  

Banyak kalangan ilmuan politik berargumentasi bahwa 

pemerintah daerah merupakan kancah pelatihan dan pengembangan 

demokrasi dalam sebuah Negara. Dengan demikian, pendidikan 

politik pada tingkat lokal sangat bermanfaat bagi warga masyarakat 

untuk menentukan pilihan politiknya.  

3)  Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik 

lanjutan.  

Banyak ilmuan politik sepakat bahwa pemerintah daerah 

merupakan langkah persiapan untuk meniti karier lanjutan, 

terutama karir di bidang politik dan pemerintahan di tingkat 

nasional. Sebagai contoh: mantan presiden Amerika George Bush, 

Bill Clinton, Ronald Reagan, Jimmy Carter dll, mereka sebelumnya 

adalah Gubernur di Negara Bagian dimana mereka berasal. 

4)  Stabilitas politik Sharpe berargumentasi bahwa stabilitas politik 

nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat 

lokal.  

Gejolakdisintegrasi yang terjadi di beberapa daerah merupakan 

contoh yang sangat konkrit bagaimana hubungan antara pemerintah 

daerah dengan ketidakstabilan politik kalau pemerintah nasional 

tidak menjalankan otonomi daerah.  

5) Kesetaraan politik Dengan dibentuknya pemerintahan daerah 

maka kesetaraan politik di antara berbagai komponen 

masyarakat akan terwujud.  

Warga masyarakat baik secara sendiri-sendiri atau pun secara 

berkelompok akan ikut terlibat dalam mempengaruhi 

pemerintahannya untuk membuat kebijakan, terutama yang 

menyangkut kepentingan mereka.  
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6) Akuntabilitas politik.  

Demokrasi memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat, 

termasuk di daerah, untuk berpartisipasi dalam segala bentuk 

kegiatan penyelengaraan negara. Dengan demikian maka kebijakan 

yang dibuat akan dapat diawasi secara langsung dan dapat 

dipertanggungjawabkan karena masyarakat terlibat secara langsung 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
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BAB 9 
POLITIK STRATEGI INDONESIA 

 

A. Pengertian Politik dan Strategi 

1. Pengertian Politik 

Istilah politik berasal dari bahasa Yunani polis yang artinya, 

negara (city state) yang terdiri atas adanya rakyat, wilayah, dan 

pemerintahan yang berdaulat. Adapun yang berpolitik disebut 

Politicos. Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politicon, 

yakni makhluk politik.  

Dalam bahasa Indonesia, kata politik mengan- dung arti suatu 

keadaan yang dikehendaki, disertai cara dan alat yang digunakan 

untuk mencapainya. (Putra, 2020:204) Secara umum, dapat 

dikemukakan bahwa politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu 

negara yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan dan 

upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut, pengambilan 

keputusan (decision making) mengenai seleksi dari beberapa 

alternatif dan penyusunan skala prioritasnya. (Putra, 2020:204) 

Politik mungkin sesuatu hal yang sudah tidak asing lagi di 

dengar oleh masyarakat luas. Dalam pemerintahan pun politik 

diikut campurkan dalam organisasi pemerintahan. Politik 

merupakan hal-hal 2. Pengertian Strategi Pengertian strategi pada 

awalnya dikenal di kalangan militer yang diartikan sebagai “ the art 

of the general” atau seni seorang panglima, dan penggunaannya 

dalam peperangan. Pengertian strategi secara umum adalah cara 

untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pada dasarnya merupakan 

suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan 

disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing 

merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang terjadi sebagai 

akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi 

dalam suatu arah yang telah digariskan. (Hendriyana, 2016:204) 3. 

Politik Nasional dan Strategi Nasional 
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Politik nasional dengan memperhatikan pengertian politik 

seperti di atas, dapat dirumuskan sebagai asas, haluan usaha serta 

kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan 

(perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, 

serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan 

nasional). (Putra, 2020:205)  

Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional 

dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik 

nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan nasi- 

onal. Dengan melaksanakan politik nasional, disusunlah strategi 

nasional seperti jangka pendek, jangka menengah dan jangka 

panjang. (Putra, 2020:205)  

B. Sejarah Politik Nasional dan Sasaran Strategi Nasional 

 1. Sejarah Politik Nasional  

Masa ini disebut sebagai periode lahirnya partai politik di 

Indonesia (waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai 

adanya kesadaran Nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi 

Bangsa 

Indonesia. Pada masa itu Organisasi seperti Budi Utomo, 

Muhammadiyah, atau yang berasaskan politik agama sekuler 

seperti Serikat Islam, PNI, dan Partai Katolik ikut berperan untuk 

Kemerdekaan Indonesia. ( Lutfiana , 2023:40)  

Setelah didirikan Dewan Rakyat, gerakan ini oleh beberapa 

partai diteruskan di badan ini. Tahun 1939 ada beberapa fraksi 

yakni Fraksi Nasional dipimpin oleh M. Husni Thamrin, PPBB 

(Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) dipimpin oleh 

Prawoto dan Indonesische 

Nationale Groep dipimpin oleh Muhammad Yamin. (Lutfiana, 

2023:40) 

C. Fungsi dan Tujuan Politik dan Strategi Nasional 

Politik dan strategi nasional memiliki fungsi sebagai pedoman, 

motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala 
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kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi 

penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi 

seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara Tujuan politik dan strategi nasional 

adalah mewujudkan kesejahteraan dalam semua aspek kehidupan 

seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, tujuan lainnya adalah:  

1. Mewujudkan kesatuan dan persatuan seluruh aspek kehidupan 

untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan bangsa dan negara 

untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. 

2. Mewujudkan hubungan dengan dunia internasional berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial guna 

mendukung kepentingan nasional. Mewujudkan nasionalisme yang 

tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, serta 

mengutamakan kepentingan nasional. (Universitas Islam An-Nur 

Lampung. 

 

D. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional 

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami 

pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen 

nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, 

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran 

dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan 

dalam penyususan politik strategi nasional, karena didalamnya 

terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi 

bangsa Indonesia. (Prasetyo, 2022:170) Sejak tahun 1985 telah 

berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah 

dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “ 

suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, 

Presiden, DPA, BPK, MA. 

Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut 

sebagai “Infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang 

ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi 

kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest 

group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan 
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infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki 

kekuatan yang seimbang. (Sarinah, 2017:109) E. Proses 

Penyusunan Politik dan Strategi Nasional Politik dan strategi 

nasional disusun berdasarkan system kenegaraan UUD 1945 (pasal 

3 sebelum amandemen), yaitu MPR menetapkan Undang-Undang 

Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Implementasi politik 

dan strategi nasional sebagai dasar pembangunan nasional tertuang 

dalam GBHN yang ditetapkan oleh MPR. GBHN merupakan 

Program pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara 

terus-menerus dalam rangka mencapai tujuan nasional dan 

mewujudkan cita-cita nasional. (Hendriyana, 2016:154)  

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas 

manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan 

memanfaatkan iptek serta memperhatikan perkembangan global. 

Pembangunan mengacu pada paradigma nasional dan 

merupakantanggung Jawab seluruh rakyat Indonesia, seperti 

mengikuti wajib belajar, membayar pajak, taat aturan dan hukum, 

menjaga keamanan dan ketertiban. (Hendriyana, 2016:154) 
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